Analisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba by Alamsyah, Asrul
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN
GRATIS DI DESA BONTOTANGA KEC. BONTOTIRO KAB. BULUKUMBA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Pada Jurusan Ilmu Politik




FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK





Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini,
menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari
terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat dari orang lain secara keseluruhan








“Hidup layaknya sederetan kata yang hanya menyisahkan beberapa spasi, yang
Terkadang butuh koma untuk mengistirahatkan perjuangan kita, bahkan kadang
muncul tanda tanya disaat kita kehilangan arah dan sesekali juga menghadirkan tanda
seru ketika kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun kita harus sadar
bahwa perjalanan hidup ini terkadang butuh peta dan catatan yang senantiasa
memberikan petunjuk sebagai evaluasi kita. Tapi yakinlah bahwa titik bukanlah akhir
dari segalanya karena masih ada banyak kata yang harus kita untai menjadi sebuah
lembar kehidupan yang indah”.
No god no glory, keep your faith on god. Ambition without science like a ship
in the dry ocean. Don't wait until tomorrow what we can to do now. Oleh:
Anonim
Penulis persembahkan kepada:
Alm. ibu tersayang dan tak tergantikan yang semoga tenang di alam sana dan
ayah yang senantiasa menjadi  motivator, membimbing, mengarahkan dan dukungan
doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
vKATA  PENGANTAR
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”
Puji  dan  syukur  penulis  panjatkan kehadirat Allah SWT  karena atas berkat
rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam
dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan bagi
kaum muslimin dimuka bumi ini. Walaupun berbagai macam tantangan yang dihadapi,
tetapi semua itu telah memberikan pengalaman yang berharga untuk dijadikan
pelajaran dimasa yang akan datang.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada Jurusan ilmu politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan
Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “Analisis
Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec.
Bontotiro Kab. Bulukumba”.
Kami menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini banyak memperoleh
bantuan dari berbagai pihak baik berupa petunjuk, bimbingan maupun dorongan moril
dan materil, untuk itu pada kesempatan  ini dengan segala kerendahan hati penulis
haturkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT karena berkat nikmat dan izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan
skripsi ini dan tak lupa pula kepada nabi tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW
vi
berkat beliau kita bisa lepas dari masa kebedohan ke masa yang berpendidikan
seperti yang kita rasakan ini.
2. Kedua orang tua penulis ibu tercinta alm. Suhaeda yang tak akan tergantikan dan
ayahanda Syamsuddin yang telah melahirkan membesarkan dan tak henti-hentinya
mencurahkan kasih sayangnya pengorbanan yang diberikan kepada kami dalam
menempuh jenjang pendidikan.
3. Prof. Dr. H. A. Qadir. Gassing HT, M. S. selaku Rektor beserta Pembantu Rektor
I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II,
III, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Syarifuddin Jurdi. M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Politik dan A. Muh. Ali
Amiruddin S.Ag, M.Ag sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Politik .
6. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si, Sebagai pembimbing I dan Ibu Hikmawati S.Pd.i, M.Si.
sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam
penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin
Makassar.
8. Teristimewa kepada kakak tercinta Nursanti dan Jusriandi yang senantiasa memberi
semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan khusus kepada adinda yang saya spesialkan, atas doa dan bantuannya yang tak
terhitung dan semoga saya bisa membalasnya.
vii
10. Teman-teman Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Bontotiro atas semangat
dan motifasinya
11. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik khususnya teman-teman
angkatan 2009 yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian
skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan
rekan-rekan sekalian, Amin.
Kami menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu kritikan dan saran pembaca yang sifatnya membangun sangat
diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa  kami berharap semoga
skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi peningkatan dan pengembangan
pendidikan khususnya pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan

















A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan ...................................................... 4
D. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 5
E. Kerangka Teori................................................................................. 10
1. Teori Kekuasaan........................................................................ 11
2. Teori Birokrasi .......................................................................... 13
3. Teori Kebijakan......................................................................... 15
4. Pendidikan Gratis ...................................................................... 29
F. Metode Penelitian............................................................................. 21
1. Lokasi Penelitian ........................................................................ 21
2. Dasar Dan Bentuk Penelitian ..................................................... 21
3. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 22
4. Informan ..................................................................................... 24
5. Pengolahan Dan Analisa Data .................................................... 25
6. Penyajian Data............................................................................ 25
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
ix
A. Kondisi Geografi dan sejarah kabupaten ........................................ 27
1. Letak dan batas wilayah ............................................................ 27
2. Sejarah....................................................................................... 28
1. Kondisi Geografis dan sejarah kecamatan ................................ 30
2. Kondisi geografis ...................................................................... 30
3. Sejarah kecamatan..................................................................... 31
B. Kondisi Obyektif Desa.................................................................... 32
1. Luas dan iklim........................................................................... 32
2. Kondisi kependudukan.............................................................. 33
3. Pendidikan................................................................................. 35
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga
Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba..................................................... 39
1. Peningkatan Perluasan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan
.................................................................................................... 54
2. Peningkatan Pelayanan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pendidikan .................................................................................. 60
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Kesejahteraan
Bagi Tenaga Pendidikan............................................................. 68
4. Peningkatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana ......................... 74
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Pendidikan .................................................................................. 78
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program
Pendidikan Gratis ............................................................................ 79
BAB IV
PENUTUP














Tabel 10 ................................................................................................... 59
Tabel 11 ................................................................................................... 60
Tabel 12 ................................................................................................... 75
Tabel 13 ................................................................................................... 76
xi
ABSTRAK
Asrul Alamsyah (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis
Di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Dibimbing oleh    Dr.
Syarifuddin Jurdi, M.Si dan Hikmawati S.Pd.i, M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan
program pendidikan gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba dan
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan gratis di Desa
Bontotanga Kec Bontotiro Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu
suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki dengan mengumpulkan
data untuk dianalisis. Lokasi penelitian berdasarkan pada judul yaitu di Desa
Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pendidikan
gratis di Desa Bontotanga berjalan dengan baik dan hal yang menjadi pendukung
implementasi pendidikan gratis ini ialah pihak yang terkait dalam hal ini para
implementor menjalin kerjasama yang baik dalam hal kebijakan program pendidikan
gratis serta sumber daya yang memadai dalam menjalankan program pendidikan gratis.




Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat
dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat
pemerintah dan kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama
melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang harusnya didukung
oleh sarana dan prasarana yang ada.
Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas
untuk kepentingan masa depan bagi setiap orang tua, masyarakat, dan bangsa
pemenuhan akan pendidikan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan
bagian utama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia (SDM)  yang
diharapkan suatu bangsa.
Kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah merupakan kebijakan
publik desentralisasi  ( UU 32 Tahun 2004 ) di mana urusan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana
dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan,
sesuai kebijakan pendidikan nasional (UU No. 20 tahun 2003).1
Sesuai dengan kebijakan  pendidikan nasional ada dua hal kusus yang
berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana
pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kebijakan
pendidikan yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal
1 Lihat UU No 32 tahun 2004 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
231 (4), kedua UU No. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah
dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan baik setiap warga negara. Pemerintah wajib menjamin tersedianya
daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar
sembilan tahun.
Bagaimanapun sistem desentralisasi dalam pemerintahan mempunyai
implikasi langsung terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional,
terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan. penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional untuk masa kini, selain telah memiliki perangkat pendukung
perundang-undangan nasional, juga dihadapkan kepada sejumlah faktor yang
menjadi tantangan dalam penerapan desentralisasi pendidikan di daerah, seperti
tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setiap daerah, tipe dan kualitas
kematangan SDM yang diperlukan oleh daerah setempat, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia industri, dan sebagainya.
Sejalan dengan adanya program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang
mengarahkan pada kebijakan pendidikan gratis sebagai salah satu program
andalan, tentunya melibatkan pemerintah di masing-masing kabupaten di
Sulawesi Selatan termasuk kabupaten Bulukumba, berdasarkan penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendidikan gratis di provinsi
Sulawesi Selatan yang dilakukan langsung oleh gubernur dan seluruh bupati dan
wali kota se-Sulsel.
3Arah pembangunan Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba,
memuat kebijakan rencana pembangunan untuk menjadi pedoman pelaksanaan
pembangunan diberbagai aspek dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten
Bulukumba.
Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka daerah
dituntut agar mampu mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri yang
ditandai dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Agar masing-masing prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan arah kebijakan yang matang dan
komprehensif. Hal itu harus didukung penuh dengan komitmen peningkatan
anggaran pendidikan secara bertahap guna memenuhi amanat Undang-undang
Dasar 1945 yang telah diamandemen dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sejalan dengan program pemerintah kabupaten Bulukumba yang
mengarahkan pada kebijakan pendidikan sebagai salah satu program andalan, arah
pembanguanan kabupaten Bulukumba memuat kebijakan rencana pembangunan
untuk menjadi pedoman pembanguanan daerah tersebut sesuai dengan visi
Kabupaten Bulukumba, “Membangun Desa, Menata Kota Melalui Kemandirian
Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan” dengan adanya Program Pendidikan Gratis
ini bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu
mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi
program pendidikan gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba.
4Sejalan dengan adanya program pendidikan gratis di Sulsel dan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendidikan
gratis di Sulsel, pemerintah kabupaten Bulukumba telah menetapkan dalam
Peraturan Daerah No. 4 tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan gratis di
kabupaten Bulukumba, sehingga mendorong penulis memilih judul :“Analisis
Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec.
Bontotiro Kab. Bulukumba”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut rumusan masalah yang di teliti
dalam penelitian mencoba menggambarkan implementasi pendidikan gratis di
Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba dalam hal ini sekolah berstatus
negeri, sehingga dalam peneitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi kebijakan program pendidikan gratis di Desa
Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan program
pendidikan gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang dilaksanakan
berdasarkan atas bidang ilmu politik yang terkait dengan pemerintahan, dan
terkhusus membahas masalah implementasi pelaksanaan program pendidikan
gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi
Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
5a. Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi pelaksanaan program
pendidikan gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan
program pendidikan gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab.
Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun mamfaat penelitian sebagai berikut :
a. Secara teoritis , penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan
baik selanjutrnya dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah
dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya menyangkut impelementasi kebijakan.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi pemerintah daerah kabupaten Bulukumba dalam melakukan usaha-
usaha guna meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
c. Untuk persyaratan memperoleh gelar keserjanaan strata satu pada jurusan
Ilmu Politik fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.
D. Tinjauan Pustaka
Penulisan skripsi dengan tema kebijakan sangat baik menjadi tolak ukur
bagi penelitian ini. Hal ini membuat penulis mengambil judul “Analisis
Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec.
Bontotiro Kab. Bulukumba”. Demi melengkapi referensi, penulis mengangkat
beberapa kajian pustaka untuk mendukung skripsi ini, antara lain sebagai berikut:
6The Liang Gie dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi, analisis adalah
segenap rangkaian pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama
mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui diri masing-
masing bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan
yang bulat itu2.
Analisis merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu
kebijakan, sebab dengan menentukan suatu keputusan dan kebijakan tanpa
didahului dengan analisis dapat dipastikan keputusan yang dikeluarkan oleh
pembuat keputusan tersebut diragukan keberhasilannnya.
Kebijakan menurut Edi Suharto dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik
mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketepatan yang memuat prinsip-prinsip
untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten
dalam suatu tujuan tertentu.3
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan
seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali
dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy
ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut M. Irafan Islamy bahwa
kebijaksanaan adalah merupakan pengertian dari kata wisdom yang dimana
memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan
pada kearifan seseorang).4
2Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, pustaka pelajar,Yogyakarta. 2008.  Hal 26
3 Edi Suharto.Analisis Kebijakan Publik , edisi revisi,Bandung. 2005. Hal 7
4M.Irafan Islamy. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
1999. Hal 5
7Berdasarkan defenisi yang diungkapkan oleh Edi Suharto  maka peneliti
berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan
pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-
peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik. Kebijakan sebenarnya
sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari contohnya setiap aturan yang
ditetapkan pemerintah maka itulah kebijakan.
Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan  dan
umunya tujuan tersebut ingin dicapai seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-
peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.5
Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier
sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab, mengatakan bahwa ,
yaitu:6Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.
Berdasarkan pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu
proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
5 Leo Agustina. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. 2006. Hal 9
6 Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara.Jakarta. 2008. Hal 65
8perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri
kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan kekuatan
politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak  yang
diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.
Sedangkan implementasi kebijakan menurut Michael Howlet dan M.
Ramesh dalam buku Subarsono, bahwa:7Implementasi Kebijakan adalah proses
untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
Berdasarkan defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan
terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian
tujuan, dan hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan
suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan
suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian
tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin
diraih.
Nursyam Baso8, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan
E-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon”. Dalam skripsinya
mengatakan terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara pelaksana
kebijakan sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan karena apabila
7Subarsono. Op, cit,hal 13
8 Nursyam Baso, Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kab.
Cirebon. skripsi (Surabaya:UNIKOM,2010)
9komunikasi tidak optimal diantara pelaksana baik berupa lembaga maupun
individu maka hasilnya tidak akan maksimal.Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, Nursyam Baso menyimpulkan bahwa terwujudnya e-KTP di kabupaten
Cirebon melalui pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan karangsembung
kabupaten Cirebon yaitu adanya komunikasi yang baik antara aparatur yang
memberikan pelayanan dengan masyarakat yang mendapat pelayanan.
Irfan Hanif dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Implementasi
Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Data (Sim-Data) Dalam Pelaporan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepada Bupati Di Kabupaten Bandung
(Suatu Studi Pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan Pengembangan Sistem
Informasi Kabupaten Bandung”. Dalam skripsinya mengatakan bahwa kebijakan
tidak akan sukses dalam pelaksanaannya jika tidak ada kaitannya dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Selanjutnya Irfan mengatakan bahwa untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka
tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan.9
Selanjutnya Muhammad Dtut dalam karyanya yang berjudul “Implementasi
Kebijakan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Loket
Pembayaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat”. Berdasarkan dari hasil
penelitiannya, penulis mengatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pelayanan
harus demokratis dan transparan dalam perwujudan penyelenggaraan yang
berorientasi kepada kepuasan pelanggan, dan untuk kegiatan pelayanan yang
9 Irfan Hanif, Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Data (Sim-Data) Dalam
Pelaporan SKPD Kepada Bupati Di Kab Bandung(Studi Pada Badan Perpustakaan, Arsip
Dan Pengembangan Sistem Informasi Kab Bandung). Skripsi(Surabaya :UNIKOM, 2009)
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cakupannya sangat luas dan kompleks harus dilakukan di instansi atau unit yang
berkaitan dengan kegiatan pelayanan tersebut.10
E. Kerangka Teori
Upaya untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis e-Government,
pendidikan yang merupakan sarana penunjang dalam meningkatkan mutu SDM
(Sumber Daya Manusia) untuk kesejahteraan manusia sendiri yang merupakan
faktor yang sangat penting. Kebijakan penerapan e-Government merupakan
mekanisme interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Jadi
implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan
tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu
apakah kebijakan terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan
dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat. Berdasarkan dari judul penelitian
yaitu “Analisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Di Desa
Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba” maka  peneliti menggunakan
beberapa teori ilmiah yang relevan dengan apa yang akan di teliti nantinya. Ada
pun teori-teori ilmiah antara lain adalah:
10Muhammad Dtut, Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Meningkatkan




Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menguasai atau
mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk
mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk
mempengaruhi orang lain.11 Menurut Sanderson bahwa kekuasaan adalah sebagai
kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain, atau bahkan bahkan
memadamkan usaha menentangnya.
Kemampuan untuk memadamkan perlawanan dan menjamin tercapainya
keinginan dari pemegang kekuasaan itu merupakan konsep pembeda dengan
konsep pengaruh. Selanjutnya Sanderson mengatakan di balik konsep kekuasaan
terkandung makna adanya ancaman paksaan atau kekuatan konstan jikalau ada
perintah atau keputusan yang tidak dipatuhi secara sukarela.
Bertrand Russel (1983: 23) , mendefenisikan kekuasaan sebagai hasil
pengaruh yang diinginkan. Russel mengolompokkan kekuasan dalam beberapa
tipe, yaitu :12pertama, kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang berdasarkan
atas tradisi, kepercayaan, atau kebiasaan. Kekuasaan tradisional mencakup
kekuasaan religius dan kekuasaan raja. Kekuasaan religius berkait dengan
kekuasaan para pemimpin agama. Sementara kekuasaan raja berhubungan dengan
kedudukan seseorang sebagai raja. Kedua, kekuasaan revolusioner, yaitu
kekuasaan yang bertumpu pada suatu kelompok besar, yang dipersatukan oleh
suatu kepercayaan, program, dan perasaan baru seperti Protestanisme,
Komunisme, atau hasrat akan kemerdekaan nasional. Ketiga, kekuasaan tanpa
11 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik , edisi revisi. Jakarta. 2012. Hal  65-66
12 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik , edisi revisi. Jakarta. 2012. Hal 71
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persetujuan, yaitu kekuasaan yang bertumpu pada hanya dorongan dan hasrat
akan kekuasaan individu atau kelompok-kelompok tertentu dan hanya dapat
menundukkan pengikut-pengikutnya yang melalui rasa takut, bukan dengan
kerjasama yang aktif.
Selanjutnya Weber berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemungkinan dari
orang-orang atau sekolompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu
tindakan komunal13. Kekuasaan disini lebih kepada dimensi politik yang dimana
bahwa kekuasaan itu merupakan variabel kunci dalam hubungan antara dua
variabel lainnya, yaitu kehormatan dan prestise. Kekuasaan akan melahirkan hak
istimewa dan prestise tertentu bagi yang memilikinya. Menurut Weber proses
distribusi kekuasaan terjadi dalam dua bentuk, yaitu:14
a. Distribusi melalui pemberian yaitu seperti pewarisan, penunjukan
ataupun undian.
b. Distribusi melalui usaha yaitu tipe ini dilaksanakan dalam masyarakat
kontemporer. Pemilihan merupakan suatu bentuk yang lazim dilakukan
oleh masyarakat yang menganut paham demokrasi dalam memilih
seseorang atau sekolompok orang yang diberi hak untuk mengelola
suatu kekuasaan.
Dalam aktivitas politik, termasuk kekuasaan, juga memerlukan persaingan
sehat dan adil sehingga tidak dimungkinkan terjadinya “yang kuat memakan yang
lemah,yang lemah mencurangi yang kuat” . Berbagai aturan yang berhubungan
dengan persaingan sehat dan adil serta penegakannya harus menjadi perhatian
13Damsar, Pengantar Sosiologi Politik , edisi revisi. Jakarta. 2012. Hal 88
14Damsar, Pengantar Sosiologi Politik , edisi revisi. Jakarta. 2012. Hal 90-91
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utama bagi semua stakeholders, sebab persaingan sehat dan adil perlu bagi
pembangunan politik. Dalam aktivitas politik terdapat berbagai macam aktivitas
persaingan kekuasaan, yaitu antara lain pemilihan legislatif, presiden, kepala
daerah atau desa. Dan ketika dalam berpolitik untuk memperebutkan tahta
kekuasaan maka konflik akan muncul seperti peperangan, kudeta, revolusi,
pembunuhan, dan sebagainya.
2. Teori Birokrasi
Istilah birokrasi seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintah, padahal
birokrasi itu bisa terjadi baik di organisasi pemerintah maupun organisasi
nonpemerintah. Menurut Max Weber birokrasi merupakan sebuah sistem untuk
mengatur suatu oganisasi agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan
efektif.15Selanjutnya Weber mengatakan bahwa tipe birokrasi yang ideal adalah
suatu birokrasi yang mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi
dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Menurut Weber tipe ideal birokrasi
yang rasional itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :16
a. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh
jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan
individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menngunakan
jabatannya untuk kepentingan pribadinya.
b. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan yang hirarki.
Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan.
15 Miftah Thoha, Birokrasi pemerintah Indonesia Di Era Reformasi, Jakarta
:Kencana.2011.Hal 37
16 Miftah Thoha, Birokrasi pemerintah Indonesia Di Era Reformasi, Jakarta
:Kencana.2011. Hal 18-19
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c. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik
berbeda satu sama lainnya.
d. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
e. Setiap pejabat disileksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya.
f. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk menerima pensiun sesuai
dengan jabata yang disandang.
g. Terdapat struktur pengembangan karir atau promosi berdasarkan
senioritas.
h. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu
sistem.
Konsep birokrasi Weber yang dianut dalam organisi pemerintahan
(government) banyak memperlihatkan officialdom. Salah satu perubahan mindset
yang perlu dilakukan ialah pandangan birokrasi terhadap kekuasaan yang
cendrung menjadikan sebagai kekuatan yang sakral.17
Perbuatan menyakralkan jabatan birokrasi pemerintah hampir tidak bisa lagi
dihindari oleh orang indonesia. Penyerahan diri seperti itu sekaligus mengakui
bahwa kekuasaan birokrasi sangat besar. Maka keramatlah birokrasi pemerintah
pemegang monopoli pelayanan masyarakat. Agama Islam menamakan perbuatan
seperti itu syirik orangnya disebut musyrik, artinya menduakan adanya kekuatan
di luar kekuatan yang berasal dari Allah.
Pertumbuhan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah sejalan dengan tumbuh
dan berkembangnya pemerintahan itu sendiri. Tumbuh dan berkembangnya
17 Miftah Thoha, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada,
2012). Hal 85
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pemerintahan itu adakalanya disebabkan karena berkembangnya fungsi
sosioekonomi, karena tekanan ideologi dan politik untuk mengembangkan
pendapatan. Adakalanya karena pengaruh klasifikasi dari kegiatan kebijakan
publik.
Selanjutnya dalam sebuah birokrasi yang baik dan termekanisme maka
dalam birokrasi itu harus ada struktur. Struktur birokrasi menurut Edward III,
adalah merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang
menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-
fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan,
selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran
perintah dan penyampaian laporan.18
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks, yang menjadikan aktivitas orgnisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur
organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
3. Teori Kebijakan
Menurut penulis kebijakan adalah semua keputusan atau ketetapan
pemerintah yang diikutkan dengan alasan yang dapat diterima oleh masyarakat
dan sepanjang keputusan atau ketetapan tersebut tidak merusak norma dan nilai
yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.
Sebagai contoh baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan
harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dengan alasan untuk menjaga
18 Miftah Thoha.  Op, cit.  Hal 89
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kestabilan ekonomi negara dan untuk membantu masyarakat miskin dengan
mengalokasikan sebagian kecil subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke
masyarakat miskin berupa uang tunai dan beasiswa bagi yang kurang mampu
untuk melanjutkan pendidikan atau lebih dikenal dengan BLSM (Bantuan
Langsung Sementara). Dan menurut penulis sendiri kebijakan ini tidak efektif dan
keliru, justru akan lebih membebani masyarakat kecil akibat dari dampak
kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu dengan naiknya semua harga
kebutuhan pokok.
Kebijakan secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris
“policy”. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi.
Kebijakan membatasi ruang lingkup yang dalam dengan menetapkan pedoman untuk
pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan
akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tujuan yang
menyeluruh.
Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang
dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa: Kebijakan adalah suatu ketetapan yang
memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat
secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan
menurut Ealau dan Prewitt  kebijakan adalah Sebuah ketepatan yang berlaku yang
dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya
maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).19
19 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik, edisi revisi. Babdung: Alfa Beta, 2005. Hal 7
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Wahab mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara
sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:20
a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/ mendasar. Sesuai
dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal
7, hirarkinya yaitu:
1) UUD Negara RI Thn 1945




b. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjelas
pelaksanaan, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri,
Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati.
Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antara
Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
c. Kebijakan publik yag bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur
pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk
kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di
bawah Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota.
Dalam pembuatan kebijakan agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan,
maka dibutuhkan suatu formulasi kebijakan berupa penyusunan dan tahapan yang
20 Solihin Abdul Wahab,Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta, Bumi Aksara.2008). Hal 32
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jelas dan transparan. Dunn mengemukakan langkah-langkah dalam
memformulasikan kebijakan,21 yaitu:
a. Perumusan masalah untuk membantu dalam menemukan asumsi-asumsi
yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab dan memetakan tujuan-tujuan
yang memungkinkan serta memadukan pandangan-pandangan yang
bertentangan.
b. Peramalan dalam menguji masa depan yang secara normatif bernilai dan
mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada.
c. Rekomendasi dalam mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian
mengenai aksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam
pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif
implementasi kebijakan.
Abidin menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap
berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu:22
a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan
kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila
tujuannya:
1) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang
sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang
tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan
faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan yang rasional.
21 William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.2000). Hal 26
22 Solihin Abdul Wahab. Op, cit. Hal 41
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2) Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak
pihak.
b. asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis,
asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas
suatu kebijakan.
c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu
kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak
benar atau sudah kadaluarsa.
Selanjutnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan akan ditentukan
oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut akan saling
berhubungan satu sama lain. Menurut Edward III yang dikutip dalam buku
Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :23
 Komunikasi




Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan
bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. John Dewey
mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai upaya “ konservatif”
23 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, pustaka pelajar, Yogyakarta.2008. Hal 89
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dan “progresif” dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan formasi, rekapitulasi
dan retrospeksi dan sebagai rekonstruksi.24
Dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa, dan
negara.
Pendidikan merupakan salah satu agenda pemerintah yang patut
diaktualisasikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu amanat
pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dikatakan bahwa “mencerdaskan
kehidupan bangsa”. 25 Amanat ini jelas bahwa pemerintah pusat bahkan
pemerintah di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak boleh tinggal
diam melihat penyelenggaraan pendidikan di bangsa ini.
Keberanian suatu daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan
gratis yang alokasi biayanya ditanggung lewat APBD kabupaten merupakan hal
yang sangat fantastis dan luar biasa. Sesuai dengan Amanat UUD 1945 pasal 31
ayat 2 yang mengatakan bahwa Pemerintah wajib membiayai biaya pendidikan
selain itu ayat 4 juga menjelaskan bahwa alokasi biaya pendidikan untuk APBN
dan APBD sebanyak 20 % dialokasikan untuk pendidikan. Selain adanya
tuntuntan UUD 1945, dipertegas lagi dengan keluarnya UU no. 32 Tahun 2004 &
24 Ali  Imron.Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta, Bumi Aksara. 2008) . Hal
23
25 Rian Nugroho. Kebijakan Pendidikan Yang Unggul, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
2008). Hal 56
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UU no 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah dimana didalamnya diatur tentang
Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab PEMDA untuk




Berdasarkan pada judul penelitian, maka penelitian dilaksanakan di Desa
Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dasar dan Bentuk Penelitian
 Dasar penelitian yang dilakukan adalah observasi langsung yaitu
bagaimana peneliti melihat langsung masalah-masalah yang terjadi di
lapangan, yang berhubungan dengan penelitian ini, serta penelitian ini
bagaimana mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau
proses tertentu dengan memilih data.
 Bentuk penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu suatu tipe penelitian
yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki di mana
hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan
mendetail tentang Implementasi dari program pendidikan gratis
tersebut.26
Penelitian ini terdiri berbagai Informasi yang didapatkan untuk mengetahui
situasi dan kondisi pelaksanaan dari beberapa stake holder yang ada dalam
26 Zainuddin Masyhuni,  Metode Penelitian: pendekatan Praktis dan Aplikatif. (Bandung,
Refika Aditama.2008). Hal 12
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program pendidikan gratis yang ada di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab.
Bulukumba, dengan cara mencari key informan27 yang akan dijadikan sumber
informasi tentang orang-orang dan setting 28 yang diteliti dengan menjalin
hubungan baik dengan orang-orang yang diteliti, mengadakan pendekatan-
pendekatan serta menciptakan suasana yang enak sebelum memulai suatu
wawancara. Hasil pengamatan dan wawancara mendalam direkamdan dicatat
secara sistematis.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan
penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil
dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data
primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (Field Research), 29
sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library
Study), 30 sedangkan studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh data-data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan
menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
27Key informan adalah orang yang bisa diajak untuk kerjasama dalam wawancara tanpa
melebihkan atau mengurangi informasi yang diketahui.
28Setting maksudnya disini adalah mengadakan pendekatan kepada orang-orang yang akan
diwawancarai sehingga tercipta suasana yang enak serta mempersiapkan bahan pertanyaan
yang diberikan kepada yang akan diwawancarai.
29 Field research atau data yang bersumber dari lapangan maksudnya disini peneliti
mendapatkan data yang bersumber dari lapangan yaitu dengan metode wawancara dari
sejumlah informan yang dibutuhkan yang dibarengi dengan observasi langsung.
30Library study maksudnya disini peneliti mencari data-data pendukung atau dokumen yang




Yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan
keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para
informan. Wawancara dilakukan dengan secara mendalam dan terbuka, data yang
diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman,
pendapat, perasaan, dan pengetahuannya dengan menggunakan daftar pertanyaan,
Mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh
informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- Observasi
Yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung
untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-
hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan
kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di
lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Data yang didapat melalui
observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan
orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan
proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang adapat
diamati.
- Studi kepustakaan (Penelaan terhadap dokumen tertulis)
Yaitu dilakukan dengan mencari data-data pendukung  (data sekunder) pada
berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah
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hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan
penelitian.31
- Metode Online
Metode online adalah metode yang digunakan peneliti melalui media online
seperti intenet, sehingga internet merupakan salah satu medium atau ranah yang
sangat bermanfaat bagi penelusurari berbagai informasi, mulai dari informasi
teoritis maupun data primer ataupun skunder yang diinginkan peneliti untuk
kebutuhan penelitian.32
4. Informan
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya
orangyang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Adapun informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba : 1 orang
2. Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba : 1 orang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Bontotiro : 1 orang
4. Kepala Sekolah SD : 1 orang
5. Kepala sekolah MTS : 1 orang
6. Kepala sekolah SMA : 1 orang
7. Ketua komite Sekolah : 3 orang
8. Masyarakat/orang tua siswa : 5 orang
31 Zainuddin Masyhuni, Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif. ( Bandung ,
Refika Adiatma. 2008). Hal 35
32 Zainuddin Masyhuni,  Metode Penelitian: pendekatan Praktis dan Aplikatif. (Bandung,
Refika Aditama.2008). Hal 43
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Jumlah : 14 orang
5. Pengolahan Data dan Analisis Data
Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini maka data
yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan studi literatur dalam penelitian
ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Di dalam penelitian tersebut
merupakan proses yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data,
pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses
penelitian.
Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan
setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah
pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, peneliti dapat
mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan.
Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengorganisaksikan data,
menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat,
dan selanjutnya membuat kesimpulan.
6. Penyajian Data
Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang
sesuatu hal pada orang lain. Oleh Karena ada data yang diperoleh dalam penelitian
kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya
berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran statistik
sering kali dapat disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata
terwawancara sendiri.Selain itu, hasil penelitian juga dapat disajikan dalam
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bentuk life history, yaitu deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada Bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan
dikemukakan dalam bab ini terdiri dari : keadaan geografis kab Bulukumba, kec
Bontotiro dan desa Bontotanga,Letak Geografis, Batas-batas Wilayah, dan
Sejarah kabupaten Bulukumba dan kecamatan Bontotiro.
A. Kondisi Geografis Dan Sejarah Kabupaten Bulukumba
1. Letak Georafis Dan Batas Wilayah
Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara
5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.
Secara kewilayahan, kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi,
yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran
rendah, pantai dan laut lepas.
Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi
Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak
memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas
wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota
Makassar sekitar 153 Km.Batas-batas wilayahnya adalah:
 Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
 Sebelah Selatan: Laut Flores
 Sebelah Timur: Teluk Bone
 Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng
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Kabupaten Bulukumba di tempati oleh sepuluh kecamatan diantaranya
adalah
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang







Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan
Gantarang, kecamatan Ujungbulu, kecamatan Ujung Loe, kecamatan Bontobahari,
kecamatan Bontotiro, kecamatan Kajang dan kecamatan Herlang.Tiga kecamatan
lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu
kecamatan Kindang, kecamatan Rilau Ale dan kecamatan Bulukumpa.33
2. Sejarah Lahirnya Bulukumba
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan
harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial
Belanda dan Jepang menjelang kemerdekaan RI Tahun 1945 diawali dengan
33Arsip sejarah kabupaten Bulukumba, Kantor Badan Statistik Bulukumba
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terbentuknya “Barisan Merah Putih” dan “Laskar Brigade Pemberontakan
Bulukumba Angkatan Rakyat”. Organisasi yang terkenal dalam sejarah
perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan
badai untuk merebut cita–cita kemerdekaan
Mitos penamaan “Bulukumba”, konon bersumber dari dua kata dalam
bahasa bugis yaitu “Bulu’ku” dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti
“masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya”. Mitos ini pertama kali
muncul pada abad ke–17 masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan
besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajan Bone. Di pesisir pantai yang
bernama “Tana Kongkong”, di situlah utusan raja Gowa dan raja Bone bertemu,
mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan
masing-masing. Bangkeng Buki’ (secara harfiah berarti kaki bukit) yang
merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo battang diklaim oleh pihak
kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai
ke wilayah bagian timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan
Bangkeng Buki’ sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke
selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam
bahasa Bugis “Bulu’kumupa” yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu
mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah




B. Kondisi Geografis Dan Sejarah Kecamatan Bontotiro
1. Kondisi Geografis
Secara astronomis kecamatan Bontotiro terletak 6° 29’24” - 11° 51’ 33” LS
dan120° 57’ 16” - 141° 22’ 46” B. Kecamatan Bontotiro adalah salah satu dari 10
kecamatan yang ada di kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia. kecamatan Bontotiro mengalami berabagai kemajuan dari tahun ke
tahun kecamatan ini juga sangat berpotensi untuk dikunjungi wisatawan, karena
desa mengalami perkembangan kemajuan yang pesat dengan memanfaatkan
potensi desa ini. Kecamatan bontotiro memiliki 12 kelurahan atau desa di
anataranya adalah :
1. Kelurahan/Desa Bontotanga
2. Kelurahan/Desa Bonto Barua
3. Kelurahan/Desa Bonto Bulaeng
4. Kelurahan/Desa Bonto Marannu
5. Kelurahan/Desa Batang
6. Kelurahan/Desa Buhung Bundang
7. Kelurahan/Desa Caramming






2. Sejarah Islam Di Kecamatan Bontotiro
Dalam sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, nama Dato
Tiro tidak bisa lepas dari perannya sebagai salah seorang penyebar agama Islam.
Dato Tiro yang mempunyai nama asli Al Maulana Khatib Bungsu datang ke
Sulawesi Selatan bersama dua orang sahabatnya yaitu: Khatib Makmur yang lebih
dikenal dengan nama Dato ri Bandang dan Khatib Sulaiman yang lebih dikenal
dengan Dato Patimang.
Pada tahun 1604 M, Al Maulana Khatib Bungsu menyiarkan agama Islam di
Tiro (Bulukumba) dan sekitarnya. Adapun raja yang pertama diislamkan dalam
kerajaan Tiro adalah Launru Daeng Biasa yang bergelar Karaeng Ambibia.
Launru Daeng Biasa adalah cucu ke empat dari Karaeng Samparaja Daeng
Malaja.
Langkah awal dan utama untuk penyebaran sebuah agama di suatu daerah tertentu
biasanya dimulai dengan mengajak raja mereka untuk memeluk agama Islam
terlebih dahulu, apabila rajanya sudah memeluk agama Islam maka rakyatnya
akan dengan mudah diajak untuk menganut agama tersebut pula. Dato Tiro
awalnya mengundang Launru Daeng Biasa untuk berdialog, namun ajakan Dato
Tiro ini ditolak oleh Launru Daeng Biasa karena beliau merasa sebagai penguasa
tertinggi dan pemilik kedaulatan di daerah tersebut. Akhirnya dengan rendah hati
Dato Tiro sendiri yang kemudian datang ke tempat kediaman raja Launru Daeng
Biasa dan sekaligus menyampaikan tujuan kedatangannya. Dato Tiro disambut
baik oleh raja Launru Daeng Biasa, dan selanjutnya Dato Tiro memberikan
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penjelasan tentang kebenaran ajaran Islam yang dibawanya dan bersumber dari Al
Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Pada awalnya raja Launru Daeng Biasa tidak mau meninggalkan paham
kepercayaan yang diturunkan oleh pandahulunya dan sudah mendarah daging
pada diri masyarakatnya. Namun karena kegigihan Dato Tiro memperkenalkan
agama Islam dan perlahan-lahan raja Launru Daeng Biasa menemukan kebenaran
di dalam ajaran agama Islam tersebut maka pada akhirnya dapat menerima agama
Islam dan menganutnya. Selanjutnya raja pun menyiarkan agama ke rakyatnya
dan sekitarnya.
Makam Al Maulana Khatib Bungsu terletak di Kelurahan Eka Tiro,
Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Makam ini berjarak 44 km dari
kota Bulukumba, setiap hari makam ini banyak dikunjungi oleh para peziarah dari
berbagai daerah di Sulawesi Selatan bahkan ada yang dari luar pulau.
Tidak ada informasi yang jelas kapan Dato Tiro wafat dan dimana tempatnya,
namun yang pasti di Dusun Hila-hila Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro
ada sebuah makam yang dipercaya masyarakat sebagai makam Dato Tiro
penyebar agama Islam pertama di Kabupaten Bulukumba.35
C. Kondisi Obyektif Desa Bontotanga
1. Luas Dan Iklim
Desa Bontotanga merupakan salah satu desa di Kec. Bontotiro Kab.
Bulukumba, dengan luas wilayah 5,31 km2, desa yang merupakan jalan poros ke
kota kabupaten yang dilalui oleh kendaraan dari kecematan lain seperti kec.
35Arsip. Kantor Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba
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Kajang dan kec. Herlang, jarak desa Bontotanga ke ibukota kecamatan sekitar 10
km sedangkan jarak dari desa ke ibukota kabupaten sekitar 37 km. Secara
topografi wilayah desa Bontotanga yang merupakan daerah dataran tinggi dengan







Wilayah desa Bontotanga termasuk desa yang beriklim sedang. Kelembapan
udara berkisar sekitar 95% - 99% dengan temperatur berkisar 230c -370c.
Sehingga penduduk desa banyak yang berprofesi sebagai petani dengan
memamfaatkan lahan yang sangat cocok untuk bertani padi dan tanaman jangka
panjang seperti kakao. Batas wilayah desa Bontotanga adalah
1. Sebelah Utara/North Side :Desa Bontobarua
2. Sebelah Timur/East Side : Desa Bontobulaeng
3. Sebelah Selatan/South Side :Desa Tamalanrea
4. Sebelah Barat/West Side: Desa Bontomarannu.
2. Kondisi Kependudukan
Kepadatan penduduk di desa Bontotanga hampir sama dengan kepadatan
penduduk ibu kota kecamatan yaitu sekitar 20 orang per kilometer persegi,
dimana kepadatan penduduk Kecamatan Bontotiro berkisar 20 orang per
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kilometer persegi. Dusun yang terpadat penduduknya adalah Dusun Timbula
dengan kepadatan 60 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah
Dusun jatia dengan kepadatan hanya sekitar 15 orang per kilometer persegi.
Pada tahun 2012, jumlah penduduk di desa Bontotanga sebanyak 3979
orang yang terbagi ke dalam 135 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam
satu rumah tangga sebanyak 4 orang. Pada tahun yang sama jumlah perempuan
lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki sebanyak 1490 orang dan perempuan
sebanyak 1989 orang. Bahasa yang digunakan sehari-hari di wilayah itu adalah
bahasa konjo. Mayoritas penduduk desa Bontotanga memeluk agama Islam.36
Adapun kehidupan sosial budaya dan agama yang berkembang dalam
masyarakat Desa Bontotanga di uraikan sebagai berikut :

































Sumber : Kantor Desa Bontotanga
Dari gambaran tabel di atas keadaan keagamaan masyarakat desa
Bontotanga dapat dikatakan mayoritas Islam dengan jumlah 3976 orang
sedangkan untuk agama Kristen berjumlah 3 orang. Menurut penduduk setempat
bahwa adanya orang yang beragama Kristen karena adanya orang jawa yang
bertugas di puskesmas Bontotanga sehingga berdomisili sekarang bersama
keluarganya di Bontotanga. Sedangkan untuk penduduk yang beragama Hindu
dan Budha tidak ada. Dalam hal mengamalkan ibadahnya kemudian didukung
oleh tempat ibadah yaitu Masjid/Mushollah sebanyak 4 buah sedangkan untuk
tempat ibadah agama lain belum ada.
Dari sektor kesehatan merupakan bagian penting dan diharapkan dapat
menghasilkan derajat  kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap
orang hidup proaktif secara sosial maupun ekonomis. Pembangunan bidang
kesehatan tentunya sangat diharapkan meningkat lebih luas utamanya dalam hal
pelayanan kesehatan. Dalam tahun 2012 sarana pelayanan kesehatan tersedia
puskesmas 1 buah, puskesmas pembantu 1 buah dan posyandu sebanyak 5 buah.
3. Pendidikan
Fasilitas pendidikan di desa Bontotanga relatif lengkap. Sarana pendidikan
informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan formal dari tingkat SD
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sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2012, jumlah TK di desa Bontotanga
sebanyak 4 buah (1 unit TK Negeri dan 3 TK Swasta), 5 unit SD yang masing –
masing berstatus negeri,1 unit Madrasah Tsanawiyah dan 1 unit SLTA negeri.
Adapun nama-nama sekolah yang ada di desa Bontotanga adalah sebagai
berikut :
 Nama sekolah Tingkatan Dasar
a. SDN 150 Upasaya
b. SDN 151 Timbula
c. SDN 152 Jatia
d. SDN 153 Tombolo
e. SDN 154 Tulekko
 Nama sekolah untuk tingkatan lanjutan
MTSN 2 Bontotanga
 Nama sekolah untuk tingkatan Menengah atas
SMAN 11 Bulukumba
Adapun jumlah penduduk desa Bontotanga menurut tingkatan pendidikan
tahun 2012/2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Bontotanga Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2012/2013
No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah
1 Tidak punya ijazah 715
2 Tamat SD/MI 1250
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3 Tamat SMP/MTS 433
4 Tamat SMA/MA/MK 1214
5 Tamat DI/DII 42
6 Tamat D III/Sarjana muda 78
7 Tamat Sarjana 247
TOTAL 3979
Sumber : Kantor Desa Bontotanga
Dari tabel diatas menurut data kependudukan desa Bontotanga tahun
2012/2013 menunjukkan jumlah penduduk Desa Bontotanga sebesar 3979 Orang.
Dari jumlah tersebut tingkat pendidikan masyarakat terbesar adalah tamat Sekolah
dasar sebanyak 1250 orang kemudian disusul oleh tamat sekolah menengah atas
sebanyak 1214 orang sedangkan tamatan yang paling sedikit adalah tamatan DI
dan DII dengan jumlah sebanyak 42 orang.
Tabel 3. Daftar Kualifikasi Pendidikan Tenaga Guru di SD, SMP/MTS





Guru Menurut Ijazah Tertinggi
SLTA D-I D-II D-III S1 S2 JUMLAH
1 SD 17 - 14 - 35 - 66
2 MTs 3 7 - - 18 - 28
3 SMA 1 3 - - 29 1 34
JUMLAH 21 10 14 - 82 1 128
Sumber : Dikpora Kecamatan Bontotiro
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Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah guru yang terbanyak di jenjang
pendidikan sekolah dasar di desa Bontotanga berjumlah 66orang. Dari tabel
tersebut dapat terlihat pula  kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 21 orang dan,
kualfikasi pendidikan Diploma I sebanyak 10 orang dan Diploma II sebanyak 14
orang serta Sarjana sebanyak 82 orang sedangkan Magister hanya 1 orang.
Tabel 4.













623 199 345 66 28 34
Sumber : Dikpora kecamatan Bontotiro
Pada Tabel 4, menggambarkan jumlah Siswa dan Jumlah Guru SD,
SMP/MTS, dan SMA di desa Bontotanga. Jumlah Siswa pada tingkat SD
sebanyak 623 orang dan jumlah siswa pada tingkat SMP/MTS sebanyak 199
orang sedangkan pada tingkat SMA sebanyak 345 orang, dan jumlah Guru SD
sebanyak 66 orang, jumlah Guru SMP/MTS sebayak 28 orang dan jumlah guru
SMA sebanyak 34 orang
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya
Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Hal ini disebabkan karena banyak
yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai SDM yang handal dan
berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam perekonomian dunia.Dalam kaitan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada Bab ini akan diuraikan hasil penelitian selama melakukan penelitian di
Desa Bontotanga Kec Bontotiro Kab Bulukumba. Bab ini menganalisis tentang
Implementasi Program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga Kec Bontotiro Kab
Bulukumba.
A. Implementasi Program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga Kecamatan
Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.
Penyelenggaraan pendidikan gratis adalah segala pembebasan biaya bagi
peserta didik dan orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar
mengajar dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sekolah sesuai komponen
yang mendapatkan subsidi anggaran dari pemerintah Daerah.37
Kondisi ril sebagian masyarakat desa Bontotanga yang secara ekonomi
masih lemah, maka dengan adanya misi pemerintah dalam pemberdayaan
masyarakat khususnya di bidang pendidikan dalam bentuk pendidikan gratis akan
terwujud. Dengan adanya prinsip tersebut maka perlahan tapi pasti, masyarakat
desa Bontotanga terutama yang mempunyai anak usia sekolah tidak lagi memiliki
37Perda Kabupaten Bulukumba No. 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Gratis
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keraguan dalam hal mendapatkan pendidikan yang bermutu, dengan tidak
dibebani anggaran karena pemerintah sudah mengalokasikannya.
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan
bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang di
tetapkan dalam peraturan perundang-undangan,38 Berdasarkan peraturan daerah
Kabupaten Bulukumba No. 4 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan gratis,
bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang Tua dalam
pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis tingkat
SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintahan
Daerah Kabupaten Bulukumba. Masalah pokok pada bidang pendidikan terletak
pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya
dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun menuju penuntasan pendidikan
12 tahun pada tingkat pendidikan lanjutan. Ini terkait dengan biaya yang harus
ditanggung, terutama dalam pengadaan buku dan berbagai pungutan. Selain itu,
mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi
iuran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian.
Penyelenggaraan ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang tinggi dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah terhadap
pembangunan manusia berkualitas khususnya dalam bidang pendidikan pada
jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Dengan mengingat bahwa
38 Undang-undang NO 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 5 ayat 5
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pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena tanpa melalui pendidikan
proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan modern sulit untuk diwujudkan.
Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu
tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (long life education). Islam
memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan
pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan
porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu
(pendidikan). Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan akhirat saja yang
ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan
urusan duniawi juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari
kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini.
Dalam Al-qur’an telah dijelaskan juga akan pentingnya pengetahuan. Tanpa
pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu,
Al-qur’an bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada
derajat yang tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Mujadalah
ayat 11 menyebutkan :
Artinya :
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.
Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi
kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan
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mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang
membawa manfaat dan yang membawa madharat. Begitu pentingnya
pengetahuan dalam kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Karena tanpa
pengetahuan niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan
orang tersesat, yang implikasinya akan membuat manusia semakin terlunta-lunta
dalam kebodohan tanpa ilmu pengetahuan. Islam juga mewajibkan kepada setiap
pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan. Seperti dalam sebuah sabda
Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa :
Artinya :
“Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah)
Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepada seluruh
pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan. Yaitu, kewajiban bagi mereka
untuk menuntut ilmu pengetahuan.
Dengan adanya firman Allah SWT dan sabda Rasul SAW di atas serta
program pendidikan gratis ini sebagai sarana pendukung yang bisa mengubah
paradigma dan tradisi masyarakat Bontotanga bahwa kalau sudah tamat SMA
langsung menikah dan dengan adanya paradigma dan pendapat masyarakat
Bontotanga bahwa, kalau anak lama dinikahkan maka orang tua akan malu dalam
bergaul dengan masyarakat sesuai dengan tradisi masyarakat desa Bontotanga.
Mengingat bahwa begitu pentingnya ilmu pengetahuan dan begitu istemewanya
orang-orang yang berilmu dimata Allah SWT dengan diangkat beberapa derajat
kedudukanya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ayat di atas.
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Berikut di bawah ini adalah tabel alokasi anggaran untuk pendidikan yang
dikucurkan oleh pemerintah daerah Bulukumba untuk mengimplementasikan
program pendidikan gratis di kab. Bulukumba pada umumnya.






2009 Rp 493.634.741.297 Rp 117.000.545.349 25,40%
2010 Rp 579.680.213.744 Rp 182.394.392.752 26,04%
2011 Rp 594.932.020.718 Rp 182.755.935.917 26,22%
2012 Rp 722.701.280.484 Rp 216.055.280.644 27,83%
2013 Rp852.901.357.102 Rp 245.543.973.251 32,17%
Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Bulukumba
Adapun itu anggaran APBD bidang pendidikan di Kabupaten Bulukmba
dari tahun 2009 – 2013, kemudian pada tahun 2009 – 2012 pendidikan gratis
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah mulai dari tingkat
SD – SMP dan ini tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah
swasta. Sedangkan untuk tingkat SMA baru direalisasikan tahun 2013 ini dan
sementara proses. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pendidikan
gratis ini bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan tabel diatas dana pendidikan gratis pada tahun 2009 persentase
anggaran 25,40% dengan jumlah anggaran sebesar Rp 117.000.545.349, dan pada
tahun 2010 persentase meningkat menjadi 26,04% dengan jumlah anggaran
sebesarRp 182.394.392.752, pada tahun 2011 persentase menjadi 26,22% dengan
jumlah anggaran Rp 182.755.935.917, . Kemudian pada tahun 2012 persentasenya
27,83% dengan jumlah anggaran sebesar Rp 216.055.280.644, . Sedangkan untuk
alokasi dana pendidikan gratis untuk tahun 2013 ditambahkan karena untuk
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tingkatan SMA diikutkan dalam kebijakan pendidikan gratis ini sesuai dengan
program pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah. Untuk alokasi anggaran
dana pendidkan gratis ini sebesar Rp 245.543.973.251 dengan persentase 32,17%.
Maka dari itu dilihat dari tabel diatas, alokasi anggaran untuk sektor
pendidikan di kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
penggunaan dana pendidikan gratis ditujukan untuk keperluan sebagai berikut :
a. Untuk tingkat SD :
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru:
biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan
pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan
kegiatan tersebut.
2. pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana
BOS dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi
diperpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan,
olahraga, kesenian, pramuka, dan sejenisnya.
4. pengadaan buku rapor dan foto murid.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan
hasil belajar siswa.
6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil,
bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran,
gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
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7. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
8. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi
sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya yang bersifat rusak
ringan.
9. Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
10. Pengembangan profesi guru.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang
menghadapi masalah biaya transportasi.
12. Pembiayaan pengelolah pendidikan gratis: Alat Tulis Kantor (ATK),
pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan
b. Untuk tingkat SMP/MTs
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru:
biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan
pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan
kegiatan tersebut.
2. pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana
BOS dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi
diperpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan,
olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya.
4. pengadaan buku rapor dan foto murid.
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5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan
hasil belajar siswa.
6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, bahan praktikum, buku
induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan teh
untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
9. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi
sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
10. Insentif  kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
lainnya.
11. Pengembangan profesi guru
12. Pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transportasi.
13. Pembiayaan pengelolah pendidikan gratis: Alat Tulis Kantor (ATK),
pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan.
c. Untuk tingkat SMA/SMK
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru:
biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan
pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan
kegiatan tersebut.
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2. pembelian buku teks pelajaran(diluar buku yang telah dibeli dari dana
BOS dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi
diperpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan,
olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya.
4. pengadaan buku rapor dan foto murid.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan Umum, ujian sekolah dan laporan
hasil belajar siswa.
6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, bahan praktikum, buku
induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan teh
untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pengadaan alat Praktik dan alat peraga siswa.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
9. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi
sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
10. insentif Kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
lainnya.
11. Pengembangan profesi guru
12. Pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transportasi.
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13. Pembiayaan pengelolah pendidikan gratis: Alat Tulis Kantor (ATK),
pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan.
14. Pembiayaan untuk pembangunan pondok pesantren/asrama bagi
sekolah agama.39
Pendidikan merupakan salah satu agenda pemerintah yang patut
diaktualisasikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu amanat
pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dikatakan bahwa “mencerdaskan
kehidupan bangsa”. Amanat ini jelas bahwa pemerintah pusat bahkan pemerintah
di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak boleh tinggal diam
melihat penyelenggaraan pendidikan di bangsa ini.
Salah satu faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan
kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Persoalan
anggaran pendidikan ini akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi
anggaran serta ketepatan waktu dana anggaran sampai ke sekolah-sekolah yang
menerima kebijakan pendidikan gratis untuk dipergunakan.
Tabel 6.  Rekapitulasi Anggran Berdasarkan Program dan Kegiatan
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bontotanga Tahun 2012
No
Nama
Sekolah Uraian Jumlah (Rp)
1
MTS N 2
Bontotanga Program Pelayanan Administrasi perkantoran 103.079.500,00
Penyedian Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.000.000,00
belanja jasa kebersihan Kantor 1.152.000,00
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 790.000,00
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 890,000.00
Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor 9.800.000,00
39 Sumber: Kadisbudpora Kabupaten Bulukumba
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Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.720.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10.000.000,00
penyedian penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD 49.007.500,00
Program peningkatan disiplin Aparatur 14.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 9.800.000,00
Pengadaan  Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 4.200.000,00
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 52.300.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 35.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 15.000.000,00
Pemeliharaan  Mebeluer Sekolah 1.800.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 52.046.000,00
pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 52.046.000,00
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MTS Negeri 2 Bontotanga
Pada Tabel 6, menunjukkan bahwa rekapitulasi anggran belanja langsung
MTS Negeri 2 Bontotanga yang berdasarkan program dan kegiatan pendidikan
gratis di desa Bontotanga kec Bontotiro Kab Bulukumba, anggaran yang
diberikan kepada pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di
kecamatan Bontotiro diberikan empat kali dalam setahun dengan sistem Triwulan
Adapun itu Program pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah
anggarannya sebesar Rp 103.079.500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik sebesar Rp 27.000.000, penyediaan jasa Administrasi keuangan
sebesar Rp 1.152.000, belanja jasa kebersihan kantor sebesar Rp 790.000,
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja sebesar Rp 720.000, penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp 890.000,
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 9.800.000, penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 3.720.000, rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp 10.000.000, penunjang
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administrasi kesekriatan SKPD sebesar Rp 49.007.500, Program peningkatan
disiplin aparatur sebanyak Rp 14.000.000, pengadaan pakaian Dinas beserta
perlengkapannya sebesar Rp 9.800.000, pengadaan pakaian khusus hari-hari
sebesar Rp 4.200.000, Program wajib belajar dasar Sembilan  tahun sebesar Rp
52.300.000, pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebesar Rp 35.500.000,
pemeliharaan  rutin/berkala bangunan sekolah sebesar Rp 15.000.000,
pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah sebesar Rp 1.800.000, Program
Menejemen pelayanan pendidikan  sebesar Rp 52.046.000, pelaksanaan evaluasi
hasil kinerja bidang pendidikan sebesar Rp 52.046.000,00.
Hasil wawancara dengan komite sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Bontotanga Burhanuddin, S.Pd mengatakan bahwa: 40
“Dana pendidikan gratis yang diperoleh sekolah sesuai dengan RKA
yang dibuat oleh tiap sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah yang
terkait, kemudian dana tersebut nantinya akan dikelolah oleh pihak
sekolah, dan pengeluaran Dana pendidikan gratis ini dilakukan
pengawasan sehingga memberi kewaspadaan terhadap bagian yang
ditunjuk yaitu bagian Pengelolaan keuangan “
Dari hasil wawancara menggambarkan bahwa sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Bontotanga memperoleh dana pendidikan sesuai dengan
rencana kerja anggaran yang disusun oleh pihak sekolah yang akan mendapatkan
dana pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Komite sekolah merupakan suatu
badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,
pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Di lain pihak, peran yang
dijalankan komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan
dan pelaksanaan kebijakan pendidikan serta berperan sebagai pengontrol dalam
40Wawancara lansung pada tanggal 28 Agustus 2013,  pukul 08:30
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rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan di satuan pendidikan dan
sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.
Adapun tujuan komite sekolah yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi
dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program
pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menciptakan suasana dan
kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan
pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Pada dasarnya posisi
komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru,
masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihaksekolah
sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah
daerah di pihak lainnya.
Tabel 7.  Rekapitulasi Anggran Berdasarkan Program dan Kegiatan SD
Negeri 151 Timbula Desa Bontotanga Tahun 2012
No Nama Sekolah Uraian Jumlah
1
SD Negeri 151
Timbula Program Pelayanan Administrasi perkantoran 69.759.000,00
Penyedian Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000,00
belanja jasa kebersiahan Kantor 1.856.000,00
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 180.000,00
Penyedian  peralatan dan perlengkapan kantor 38.891.500,00
Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 840.000,00
penyedian penunjang Administrasi Kesekretariatan
SKPD 11.676.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.946.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 2.984.000,00
Pemeliharaan  Mebeluer Sekolah 10.421.500,00
pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 4.918.500,00
pengadaan  Alat-alat buku dan alat tulis siswa 12.600.000,00
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Pemeliharaan Rutin berkala sarana dan prasarana
olahraga 3.946.500,00
Belanja  Sewa Sarana Mobilitas 3.480.000,00
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SD Negeri 151 Timbula.
Pada Tabel 7, rekapitulasi anggran belanja langsung SD Negeri 151
Timbula desa Bontotanga yang berdasarkan program dan kegiatan pendidikan
gratis di desa Bontotanga kec. Bontotiro, anggaran yang diberikan kepada pihak
sekolah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kecamatan Bontotiro diberikan
Empat kali dalam setahun dengan sistem Triwulan. Adapun itu Program
pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah anggarannya sebesar Rp 69.759.000,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 2.000.000,
belanja jasa kebersihan kantor sebesar Rp 1.856.000, penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja sebesar Rp 180.000,Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rp 38.891.500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
sebesar Rp 840.000, penyediaan penunjang Administrasi kesekretariatan SKPD
sebesar Rp 11.676.000, pengadaan alat praktik dan peraga siswa Rp 3.946.500,
pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rp 2.984.000, pemeliharaan
Mebeluer Rp 10.421.500, pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Rp 4.918.500, pengadaan alat-alat buku dan alat tulis siswa sebesar Rp
12.600.000, pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga Rp
3.946.500, Belanja sewa sarana dan Mobilitas Rp 3.480.000.
Adapun hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bulukumba A. Akbar Amier,S.Sos. M.Si tentang pelaksanaan program pendidikan
gratis di kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa :41
41 Wawancara langsung pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10:00
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“Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba
mengucurkan rata-rata 25 % total APBD kabupaten Bulukumba untuk
membangun infrastruktur pendidikan serta peningkatan Sumber Daya
Manusia di daerah ini. Bukan itu saja, program pelatihan, peningkatan
kompetensi dan kualifikasi bagi seluruh guru juga dianggarkan untuk
mendongkrak kualitas pendidikan. Selain itu Pemberian bea siswa mulai
dari tingkat SD hingga perguruan tinggi juga dialokasikan setiap
tahunnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam
memberikan apresiasi untuk menumbuhkan kualitas sumber daya yang
siap pakai. Mengenai program pendidikan gratis, telah dilaksanakan sejak
tahun 2009 lalu yang diterapkan mulai dari tingkat SD hingga SMP, dan
alhamdulillah untuk tingkatan SMA tahun ini (tahun ajaran 2012/2013)
mulai kami realisasikan dan sementara berjalan dalam lingkup kabupaten
Bulukumba. Selain itu, pemkab/kota juga diminta konsisten melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) utamanya kesepakatan 60 persen biaya
pendidikan gratis sepenuhnya ditanggulangi oleh pemkab/kota setempat.
"Mereka juga diminta tidak menahan 40 persen dana pemerintah provinsi
yang telah dialokasikan ke kas daerah masing-masing".
Dari hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan kabupaten
Bulukumba, bahwa pelakasanaan pendidikan gratis ini ditujukan kepada
masyarakat agar  tidak lagi memiliki alasan untuk tidak sekolah karena alasan
biaya selain itu program ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas
pendidikan. Biaya yang digunakan pelaksanaan pendidikan gratis ini memiliki
cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang  maupun barang dan jasa.
Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan
warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai
prasyarat masyarakat modern, dalam mencapai tujuan- tujuan sosial yakni
membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.
Dalam pelaksanaan program pendidikan gratis pemerintah kabupaten
Bulukumba berharap agar pemprov Sulsel dapat menjalankan kerja sama dengan
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baik. Sebagaimana diketahui, dalam MoU itu disebutkan pemprov menanggung
40% dari kebutuhan anggaran pendidikan gratis kabupaten/kota dan 60% persen
di tanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Adapun hasil wawancara dengan Komite Sekolah SD Negeri 151 Timbula
Drs.Alimuddin, mengatakan bahwa:
“pelaksanaan pendidikan gratis disekolah SD Negeri 151 Timbula
sangat membantu masyarakat utamanya masyarakat ekonomi bawah,
dalam hal extrakurikuler khusus bidang olahraga siswa masih di kenakan
biaya kelengkapan berupa pembayaran pakaian seragam olahraga,
namun yang mesti di perhatikan dari pelaksanaan program ini adalah
memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan gratis ini
tidak berarti seluruh kegiatan pendidikan tidak di bayar”
Hasil wawancara dengan Komite sekolah yang menggambarkan bahwa
dalam pelaksanaan pendidikan gratis sangat membantu pihak sekolah maupun
masyarakat, namun masyarakat masih banyak beranggapan bahwa dana
pendidikan gratis seluruhnya ditanggung oleh pemerintah khusus dalam bidang
olahraga misalnya, pembayaran pakaian seragam olahraga, siswa masih dikenakan
pembayaran sehingga banyak masyarakat menginginkan agar kelengkapan siswa
harus menjadi prioritas utama. Hal ini Komite sekolah memiliki fungsi untuk
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan.
1. Peningkatan Perluasan Pemerataan Kesempatan Memperoleh
Pendidikan.
Semua anak didik tanpa kecuali harus mengenyam pendidikan dasar, baik
mereka yang berada di daratan, pegunungan maupun mereka yang selama ini
bermukim di kepulauan. Targetnya adalah mereka yang masuk usia sekolah tidak
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ada lagi yang tidak tahu menulis dan membaca. Karena dengan membaca pada
hakikatnya langkah esensial untuk penyaluran fitrah manusia. Sekalipun manusia
tidak diperintahkan untuk membaca sendiri, dengan sendirinya memiliki bawaan
bisa membaca. Karena sesuatu yang melekat pada diri manusia adalah selalu ingin
tahu. Sebelum Allah memerintahkan sesuatu, terlebih dahulu telah disiapkan
sarana yang mendukung terlaksananya sebuah perintah.
Dalam membaca, Allah telah melengkapi manusia pendengaran,
penglihatan, dan hati, agar berfungsi secara proporsional dan maksimal. Menurut
Syaikh Muhammad Abduh di dalam tafsir Juzu’ Ammanya dijelaskan bahwa
Rasulullah SAW dalam menerima wahyu yang pertama dari Allah SWT di Gua
Hirat, beliau pun juga disuruh membaca seperti dalam firman Allah SWT dalam
surat Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan :
 َﻚﱡﺑَرَو  ْأَﺮْﻗا {٢}  ٍَﻖﻠَﻋ  ْﻦِﻣ  َنﺎَﺴﻧِﻹا  ََﻖﻠَﺧ {١}  ََﻖﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا  َِّﻚﺑَر  ِﻢْﺳِﺎﺑ  ْأَﺮْﻗا
{٥}  َْﻢﻠْﻌَﯾ  ْﻢَﻟﺎَﻣ  َنﺎَﺴﻧِْﻹا  َﻢﱠﻠَﻋ{٤}  ِﻢَﻠ َﻘْﻟِﺎﺑا  َﻢﱠﻠَﻋ يِﺬﱠﻟا {٣}  ُمَﺮَْﻛْﻷا
Artinya :
Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan tuhanmu lah yang
paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.Dia
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui.
Dari ayat di atas, seorang ahli tafsir Al-quran yang bernama Buya Hamka,
di dalam penafsirannya beliau berpendapat bahwa :
Ayat 1
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan”.
56
Ditafsirkan bahwa tiga kali Nabi disuruh membaca, tiga kali pula beliau
menjawab secara jujur bahwa beliau tidak pandai membaca. tiga kali pula Jibril
memeluknya keras-keras, buat meyakinkan baginya bahwa sejak saat itu
kesanggupan membaca itu sudah ada padanya. Nabi bukanlah seorang yang
pandai membaca. Beliau adalah ummi, yang boleh diartikan buta huruf, tidak
pandai menulis dan tidak pula pandai membaca yang tertulis. Meskipun dia tidak
pandai menulis, namun ayat-ayat itu akan dibawa langsung oleh Jibril kepadanya,
diajarkan, sehingga dia dapat menghapalnya di luar kepala, dengan sebab itu akan
dapatlah dia membacanya. Tuhan Allah yang menciptakan semuanya. Rasul yang
tak pandai menulis dan membaca itu akan pandai kelak membaca ayat-ayat yang
diturunkan kepadanya. Sehingga bilamana wahyu-wahyu itu telah turun kelak, dia
akan diberi nama Al-Qur’an.
Ayat 2
“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah”
Manusia sebagai makhluk yang mulia dijadikan Allah dari sesuatu yang
melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang melekat
dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini
serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan
Allah kepadanya. Dan Dia berkuasa pula menjadikan insan kamil diantara
manusia, seperti Nabi Saw yang pandai membaca, walaupun tanpa belajar.
Ayat 3
“Bacalah, dan Tuhan engkau itu adalah Maha mulia”
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Allah SWT memerintahkan kembali nabi-Nya untuk membaca, karena
bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-
ngulangi dan membiasakannya.
Ayat 4
“Dia yang mengajarkan dengan qalam (alat tulis)”
Allah menyediakan alam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu
menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka berjauhan tempat,
sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan. Dan Allah
mengajarinya berkomunikasi dengan perantaraan qalam atau alat tulis
Ayat 5
“Mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui”.
Kelimpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa
Allah yang menjadikan nabi-Nya pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajar
manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya yang
menyebabkan dia lebih utama dari pada binatang-binatang, sedangkan manusia
pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa.
Dengan ayat ini terbuktilah tentang tingginya nilai membaca, menulis dan
berilmu pengetahuan. Andai kata tidak karena kalam niscaya banyak ilmu
pengetahuan yang tidak terpelihara dengan baik, banyak penelitian yang tidak
tercatat dan banyak ajaran agama yang hilang, pengetahuan orang dahulu kala
tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekarang, baik ilmu, seni, dan ciptaan-
ciptaan mereka.
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Adapun ide-ide yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah
bahwa membaca merupakan pintu gudang ilmu, dengan membaca berulang-ulang
merupakan cara atau metode belajar yang baik untuk meningkatkan daya ingat
manusia akan hal yang dibaca, bahwa sumber ilmu pengetahuan ada pada Allah
SWT  dan pena sebagai sarana untuk mencatat ilmu atau meteri pengetahuan yang
diajari sebagai kurikulum.
Betapa pentingnya membaca menurut Al-quran, karena tanpa membaca
manusia saja bisa tersesat. Contoh kecil, dalam mencari sebuah alamat jikalau kita
tidak membaca maka mustahil untuk mendapatkan alamat yang kita cari yang ada
hanya tersesat ke jalan yang lain. Menurut pak Jusuf Kalla, andaikan setiap orang
membaca 10 menit saja dalam 1 hari, Indonesia pasti banyak berubah.
Tabel 8
Angka Kualifikasi penduduk Kabupaten BulukumbaBerdasarkan tingkat
kepandaian Membaca/ menulis dan jenis kelamin tahun 2012
No Tingkat Kepandaian
Jumlah penduduk
Laki-laki Perempuan Jumlah total
1 Dapat membaca dan menulis 89.202 83.291 172.493
2 Buta huruf 3.026 7.619 10.645
Jumlah 92.228 90.910 183.138
Sumber : Dinas Dikbudpora kabupaten  Bulukumba
Pada Tabel 8, angka kualifikasi penduduk kabupaten Bulukumba
berdasarkan tingkat kepandaian membaca dan menulis bila dilihat dari jenis
kelamin laki-laki sebanyak 89.202 orang dan perempuan sebanyak 83.291,
kemudian buta huruf untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.026 orang dan
perempuan 7.619 orang, dari tabel diatas jumlah total dapat membaca  laki-laki
dan perempuan sebanyak 172.493 orang dan jumlah total buta huruf laki-laki dan
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perempuan sebanyak 10.645 orang jumlah penduduk yang dapat membaca dan
menulis didominasi oleh laki-laki dan jumlah penduduk yang buta huruf
didominasi oleh perempuan. Maka jumlah keseluruhan yang dapat membaca,
menulis dan buta huruf untuk laki-laki sebanyak 92.228 orang sedangkan
perempuan sebanyak 90.910 orang dan jumlah total keseluruhan yang dapat
membaca, menulis dan buta huruf sebanyak 183.138 orang.
Tabel 9
Jumlah APK SD dan SMP Kabupaten Bulukumba
Indikator Tahun
2007 2008 2009 2011 2012
Angka Partisipasi Kasar
a.SD/Sederajat 106.8 95.82 98.53 100.02 101.06
b.SMP/Sederajat 110.99 99.78 99.98 106.50 106.50
Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Bulukumba
Meningkatkan APK dan APM dan menurunnya angka putus sekolah. Angka
partisipasi kasar (APK) adalah presentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan
tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Makin tinggi
APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah
atau makin banyak anak usia diluar kelompok usia tertentu bersekolah di jenjang
pendidikan tertentu.kegunaan APK adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia
sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. APK untuk SD adalah
usia 7-12 tahun dan SMP 13-15 tahun.
Tabel 10. Jumlah APM SD dan SMP Kabupaten Bulukumba
Indikator Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Angka Partisipasi Murni
a.SD/Sederajat 100.95 90.68 95.53 90.12 92.06
b.SMP/Sederajat 91.97 81.59 97.17 95.00 86.16
60
Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Bulukumba
Adapun APM atau Angka Partisipasi Murni adalah presentase jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia
sekolah. Makin tinggi APM berarti makin banyak Anak usia sekolah yang
bersekolah pada suatu daerah, atau makin banyak anak usia diluar kelompok usia
sekolah tertentu bersekolah di jenjang pendidikan.






Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Bulukumba
Angka Putus sekolah atau angka Drop out adalah persentase siswa yang
meninggalkan sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu
kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah
disuatu daerah,makin rendahnya nilai APS berarti makin baik. Angka putus
sekolah yang ideal adalah 0%. Demikian halnya, di Kabupaten Bulukumba. APS
semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba semakin
memperhatikan peningkatan mutu pendidikannya.
2. Peningkatan Pelayanan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pendididikan.
Dengan adanya program pendidikan gratis menuntun stakeholder dan
semua pihak yang ada di dalamnya, agar bisa memberikan pelayanan maksimal
kepada rakyat, terutama dalam hal pemenuhan hak hidup untuk mendapatkan
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pendidikan yang di inginkan. Pemerintah menerapkan sistem pengawasan yang
berlapis demi mencapai sebuah kepuasan.
Adapun itu larangan yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang
penyalahgunaan dana pendidikan gratis diantaranya:42
a. Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala macam
bentuk pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
b. Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta
didik.
c. Membiayai yang bukan perioritas sekolah seperti studi tour (perjalanan
wisata)
d. Membayar bonus atau pakaian guru
e. Membangun gedung atau ruangan baru
f. Menyimpan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mendapatkan
keuntungan/bunga atau meminjamkannya kepada pihak lain.
Pemerintah daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pendidikan,
dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan
pada semua jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pengawasan
juga disediakan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah-sekolah.
42 Perda No 4 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, pasal 17 ayat 2
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Sehubungan dengan hal tersebut adapun sanksi bagi oknum yang
menyelewengkan dana pendidikan gratis adalah : Pedoman dan petunjuk
penggunaan dana pendidikan gratis telah disebarluaskan kepada seluruh lapisan
masyarakat melalui media cetak, radio dan elektronik juga diklat untuk tenaga
pendidik terkait. Oleh karena itu penyalahgunaan pendidikan gratis akan diberi
sanksi tugas berupa:43
a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku ( pemberitahuan, penurunan pangkat, mutasi
kerja)
b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
c. penerapan proses hukum yaitu mulai proses penyelidikan dan proses
penindakan bagi pihak yang diduga terbukti melakukan penyimpangan
dana
d. penyaluran dana, penghentian sementara dan pembatalan bantuan
pendidikan gratis kepada pemerintah kabupaten/kota dan sekolah
Dalam wawancara dengan kepala dinas Pendidikan kecamatan Bontotiro,
Bachtiar, S.Pd. Dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan
Pendidikan menyatakan bahwa :44
“Dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kecamatan Bontotiro sudah
berjalan dengan baik dalam hal ini Monitoring dan Evaluasi dilakukan
dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah
terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis”. hanya saja masih banyak
masyarakat beranggapan biaya pendidikan gratis sepenuhnya ditanggung
oleh Pemerintah”.
43Perda No 4 Tahun 2009Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, pasal 26 tentang
sanksi
44Wawancara pada tanggal 2 september 2013, pukul 10:00
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan kecamatan
Bontotiro, dalam hal ini sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan
ditingkat kabupaten/kota dan dalam mengawal pelaksanaan program pendidikan
gratis ini dalam bentuk monitoring ataupun pengawasan dana pendidikan gratis
ini, diantaranya sebagai berikut :45
1. Tim monitoring Independen : perguruan tinggi, DPRD, tim
Independen Khusus yang ditunjuk oleh pemerintah
2. Unsur masyarakat dari unsur dewan pendidikan, Komite sekolah, serta
Organisasi masyarakat.
3. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/Madrasah
Kabupaten/kota dan Provinsi.
Adapun Asas dalam penyelenggaraan pendidikan Gratis adalah ;46
1. Trasnsparansi, penyelenggaraan pendidikan gratis pendidikan gratis
dengan senantiasa memenuhi asas kepatutan serta tata kelola yang baik.
2. Akuntabilitas publik, penyelenggaraan pendidikan gratis dapat
dipertangung jawabkan segala kegiatan yang dijalankan oleh
penyelengara pendidikan dan pemangku kepentingan ( stake Holder )
3. Team work, adanya proses kerjasama antara para penyelengara
pendidikan dan pemangku kepentingan.
45Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, pasal 20
46Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenngaraan Pendidikan Gratis, pasal 11
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4. Cermat, dan Akurat, penyelenggaran yang tentunya tepat pada sasaran
yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
5. Terstruktur dan berjenjang, penyelengaraan pendidikan gratis di
laksanakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah baik berstatus
negeri maupun swasta.
6. Kendali mutu dan kendali biaya,  penyelanggaraan program pendidikan
gratis untuk meningkatkan mutu penyelenggaran dan mutu pendidikan.
7. Demokratis, musyawarah dan mufakat, pelaksanaan program pendidikan
gratis memberikan akses pelayanan pendidikan yang mengutamakan
kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
Berdasarkan Asas penyelenggaraan pendidikan gratis dalam peraturan
daerahyang mencakup transparansi , akuntabilitas publik, team work, cepat cermat
dan akurat, kendali mutu dan kendali biaya, serta demokratis, musyawarah dan
mufakat. Dari Hasil wawancaradenganSekretaris Dinas Pendidikan kabupaten
Bulukumba Drs. H. Ahmad Januaris mengatakan Bahwa :47
“Dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Bulukumba lebih
mengutamakan pada pelayanan yang mengarah pada peningkatan mutu
pendidikan yang tentunya mengacu peraturan yang ada. Sesuai kebijakan
pemerintah, program pendidikan gratis ini di maksudkan untuk
meringankan beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua/wali peserta
didik, hal ini diperlukan untuk membangun masyarakat di daerah masing-
masing ke arah kemandirian untuk mencapai kehidupan yang semakin
merata dan sejahtera”.
Sejalan dengan pernyataan di atas, berdasarkan hasil wawancaradengan ibu
Dra.H.Syamsiah selaku mantan bendahara dinas pendidikan kabupaten
47Wawancara pada tanggal 30 agustus 2013, pukul 11.00
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Bulukumba bahwa mekanisme penyaluran dana subsisdi pendidikan gratis  dapat
dilihat di gambar mekanisme berikut ini :48
Gambar 1
Gambaran Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis
Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan bendahara Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulukumba, mekanisme penyaluran dana pendidikan gratis setelah
adanya kerja sama Pemerintah provinsi Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten
Bulukumba. Penyaluran dana bantuan dari pemerintah provinsi melalui BPKD
(badan pengelolah keuangan daerah) Provinsi yang disalurkan kebagian keuangan
pemerintah daerah melalui bank Sulsel, selanjutnya dari pihak sekolah yang akan
mendapatkan dana pendidikan gratis tersebut.
Selanjutnya mantan bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba
mengatakan bahwa :
“Di anjurkan untuk membuat Rencana kerja anggaran (RKA) kemudian
diajukan kepada Team work pendidikan gratis setelah mendapatkan

















persetujuan maka dana pendidikan gratis akan di salurkan  kemasing-
masing sekolah  dan setiap sekolah  juga akan memiliki dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA). Dan dana tersebut diberikan per 4 bulan (
Januari-April ) ,( Mei-Agustus ), ( September-Desember ) namun  dalam
pelaksanaanya terkadang diberikan Per Semesternya. adapun itu
penyaluran dana pendidikan gratis untuk semua sekolah di kabupaten
Bulukumba dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan masing-
masing sekolah”.
Dalam menyalurkan dana subsidi pendidikan gratis diperoleh oleh sekolah
dalam usaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang ada. Adapun
sebagai persyaratan sekolah dalam meneriman dana subsidi pendidikan gratis ini
adalah :49
1. Memiliki Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
2. Wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana
pendidikan gratis di atas kertas bermaterai cukup.
3. Wajib membebaskan seluruh biaya pelaksanaan proses pendidikan di
sekolah.
4. Sekolah swasta dapat menerima sumbangan berupa sebagai biaya
tambahan penyelenggaran pendidikan yang diperuntukan dalam
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis dan atau dana BOS,
berdasarkan rencana pengembangan sekolah.
5. Sekolah dapat menolak bantuan namun  melalui persetujuan rapat
orang tua murid/siswa dan komite sekolah.
49Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Gratis, pasal 10 tentang
sasaran
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Sejalan dengan hal diatas berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah,
dalam Hal ini Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bontotanga Drs.H.
A.Mustamin Tamar mengemukakan bahwa :
“Program ini membuat pihak sekolah cukup bertanggung jawab dan
terbuka dalam pelaksanaan  program pendidikan gratis sebab Adanya
pengawasan dan evaluasi serta Team Work yang saling bekerja sama
dalam menjalankan program pendidikan gratis, utamanya terhadap
pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan sebab pendidikan
merupakan aset untuk kedepannya dan dalam hal ini pendidikan memiliki
peran penting yang cukup besar dalam lingkungan masyarakat”.
Selanjutnya kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bontotanga,
mengatakan bahwa,50
“Dalam pelaksanaan pendidikan gratis yang ada di kecamatan Bontotiro
sudah berjalan dengan baik karena adanya keterbukaan dalam
pelaksanaan program tersebut, dan adanya pengawasan dan evaluasi
serta Team Work. Oleh karena itu, tentulah harus dipersiapkan
sedemikian rupa cara menyampaikan dan menginformasikan hal tersebut
kepada masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat
terjangkau. Maka dari itu pihak sekolah sangat berharap agar pemerintah
setempat lebih memperhatikan nasib pendidikan masyarakatnya sebab ke
terlibatan seluruh masyarakat dalam mengimplementasikan suatu
kebijakan dari pemerintah amat dituntut. Apalagi jika kebijakan yang di
sampaikan pemerintah ditujukan bagi mayoritas masyarakat yang
memang tingkat ekonominya lemah. Maka dari itu seluruh Stakeholder
bahkan target group harus ditumbuhkan rasa dihargai, sehingga mereka
akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah”
Hal senada pula yang dipaparkan oleh Dra.H. Syamsidar, M.Si selaku
kepala sekolah SMA Negeri 11 Bulukumba dalam wawancara yang kami lakukan
mengatakan bahwa :51
“Pendidikan gratis sangat membantu pihak sekolah maupun seluruh
masyarakat didaerah ini, pelaksanaan pendidikan gratis ini baru berjalan
tahun ajaran ini. khusus untuk tingkat SMA penyaluran dana diberikan
50Wawancara pada tanggal 3 september 2013, pada pukul 10:30
51Wawancara pada tanggal 4 septmber 2013, pukul 10:30
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sesuai dengan RKA yang dibuat oleh pihak sekolah sesuai dengan
kebutuhan sekolah yang terkait”.
Dari pernyataan tersebut bahwa pendidikan gratis sangat membantu pihak
sekolah khusus SMA Negeri 11 Bulukumba. Dari hal tersebut diatas memberikan
gambaran bahwa dalam rangka penyaluran dana subsidi pendidikan gratis berjalan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun hasil wawancara dengan orang tua siswa SD, ibu Ramlah
mengatakan:
“Kami selaku orang tua siswa merasa sangat terbantu dengan adanya
program pendidikan gratis, dan bisa menabung untuk anak saya nantinya
dalam melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, beda dengan nasib
kakaknya yang sekarang ada di Malaysia, terpaksa dia pergi merantau
karna saya belum sanggup untuk membiayai pendidikannya”.
Berdasarkan wawancara dari salah satu perwakilan orang tua siswa SD
diatas bahwa sangat membantu masyarakat, karena dengan adanya program
pendidikan gratis ini bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk menabung
dalam mempersiapkan anaknya dalam melanjutkan pendidikan ke yang lebih
tinggi.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Serta
Kesejahteraan Bagi Tenaga Pendidikan.
Dengan adanya Program Pendidikan Gratis bisa menghasilkan Sumber
Daya Manusia yang handal. Harus dihilangkan image dan tanggapan miring
bahwa sesuatu yang bersifat Gratis, akan menghasilkan kualitas yang rendahan.
Di Bontotanga kendati menerapkan menerapkan pendidikan gratis, tetapi terkait
peningkatan kualitas baik siswa maupun guru tetap di kedepankan. Guru juga
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sebagai ujung tombak dan penentu utama dalam bidang pendidikan, masalah
kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama. Adapun jumlah bantuan berupa
Tunjangan (Tambahan penghasilan) tenaga pendidik dan Kependidikan pada
satuan pendidikan yang diberikan kepada masing-masing sekolah di Kabupaten
Bulukumba sesuai data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Bulukumba .
Besaran bantuan di hitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. SD adalah :
 Tambahan Penunjang Dana Bos Rp. 4000/siswa/tahun
 Insentif Kepala Sekolah Rp 700.000,/Bulan
 Insentif Mengajar Guru Rp. 400.000/Bulan
 Insentif Remedial 2 kali dalam Setahun Rp. 5000/jam
 Bendahara Rp. 1.000.000/bulan
 Bujang Rp. 750.000/Orang/Bulan
 Satpam 1.000.000/Bulan
2.  SMP/MTS adalah :
 Tambahan penunjang dana BOS Rp. 17.600/bulan
 Insentif Kepala Sekolah Rp. 700.000/bulan
 Insentif  Wakil Kepala Sekolah Rp. 350.000/Bulan
 Insentif Wali Kelas Rp. 200.000/Bulan
 Insentif Mengajar Guru Rp.400.000/bulan
 Insentif Remedial Rp. 5000/jam
 Insentif tenaga Laboran Rp 750.000/Bulan
 Insentif Tenaga Perpustakaan Rp 750.000/Bulan
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 Insentif KTU/ PNS Rp. 1.250.000/Bulan
 Intensif KTU/Non PNS Rp. 750.000/Bulan
 Bendahara Rp. 100.000/bulan
 Bujang Rp 750.000/orang/bulan
 Satpam Rp 1.000.000/Bulan
 Intensif guru BP/BK 100.000/bulan
3. SMA adalah
 Tambahan penunjang dana BOS Rp. 17.600/bulan
 Insentif Kepala Sekolah Rp. 700.000/bulan
 Insentif  Wakil Kepala Sekolah Rp. 350.000/Bulan
 Insentif Wali Kelas Rp. 200.000/Bulan
 Insentif Mengajar Guru Rp.400.000/bulan
 Insentif Remedial Rp. 5000/jam
 Insentif tenaga Laboran Rp 750.000/Bulan
 Insentif Tenaga Perpustakaan Rp 750.000/Bulan
 Insentif KTU/ PNS Rp. 1.250.000/Bulan
 Intensif KTU/Non PNS Rp. 750.000/Bulan
 Bendahara Rp. 100.000/bulan
 Bujang Rp 750.000/orang/bulan
 Satpam Rp 1.000.000/Bulan
 Intensif guru BP/BK Rp 100.000/bulan
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang penyelenggaraan
Pendidikan Gratis pada Bab II tentang Lingkup, Fungsi dan Tujuan dan Bab III
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tentang Hak dan Kewajiaban Pemerintah Daerah, peserta didik, tenaga pendidik
digambarkan bahwa:52
1) Pendidikan Gratis dilaksanakan pada sekolah Negeri maupun Swasta
untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta atau
bentuk lain yang sederajat.
2) Bagi Sekolah Swasta/Pesantren yang menolak melaksanakan program
pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya
kepada Pemerintah Daerah dan wajib menjamin standar mutu yang
ditetapkan oleh pemerintah.
3) Pendidikan Gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-
luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan pendidikan
yang layak dan bermutu.
4) Pendidikan Gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta
didik, orang tua/wali peserta didik.
Adapun itu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah:
- Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengarahkan, membimbing,
membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
- Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang
layak dan bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah guna terselenggaranya pendidikan gratis.
52Perda No 4 Tentang Penyelanggaraan Pendidikan Gratis.
72
Hak dan kewajiban Orang Tua
- Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), memperoleh dan/atau
memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiaban menyekolahkan
anaknya.
- Orang tua berkewajiban untuk menciptakan suasana di sekolah yang aman
dan kondusif
Hak dan kewajiban Peserta didik
- Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan
diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya.
- Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kesempatan belajar
masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan
nilai-nilai sosial untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan
pendidikan
Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik
- Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial.
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- Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja.
- Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas
kekayaan intelektual .
- Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk
menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan
kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai
dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-
undangan.
- Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan
tugas.
- Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan
pendidikan.
- Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan
kualifikasi akademik dan kompetensi.
- Memperoleh pelatiahan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik
berkewajiban;
- Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang
bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
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- Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
- Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang
keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik
guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Peningkatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Konsekuensi dari penerapan pendidikan gratis tidak hanya berorientasi
kepada anggararan gratis semata. Pemerintah setempat tetap memerhatikan
persoalan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Di kabupaten Bulukumba
telah mengoperasikan 12 unit bus sekolah yang akan dioperasikan di setiap
Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, targetnya, adalah untuk mengurangi beban
masyarakat utamanya untuk ongkos angkutan setiap hari. Dengan adanya bus
sekolah, maka biaya transprotasi siswa dapat teratasi. Namun, bus angkutan anak




Data Pembangunan Sekolah Dasar Di Desa Bontotanga
Tahun 2012/2013
Nama Sekolah Kantor RuangG
uru
Perpus UKS Pagar WC
SDN No. 150 Upasaya - 1 1 - - 1
SDN No. 151 Timbula - - 1 1 125 m -
SDN No. 152 Jatia - - - - - 1
SDN No. 153 Tombolo - - 1 - - -
SDN No. 154 Tulekko 1 - - 1
JUMLAH 1 1 3 1 125 m 3
Sumber: Dikpora Kecamatan Bontotiro
Berdasarkan tabel diatas pembangunan sarana di Desa Bontotanga
diantaranya pembangunan Kantor sebanyak 1 ruangan, Ruang Guru sebanyak 1
ruangan, Perpustakaan sebanyak 3 ruang, UKS sebanyak 1 Ruang , Pagar 125
meter dan WC sebanyak 3 Ruang.
Hasil wawancara dengan Kepala kantor Dikpora kecamatan Bontotiro
Bachtiar S.Pd mengatakan bahwa : 53
“Dalam mewujudkan suatu pelayanan Pendidikan yang sangat baik
diperlukan Sarana dan Prasarana sekolah dengan Fasilitas yang memadai
agar terciptanya suatu pelayanan Pendidikan yang baik, Sejauh ini
Pemerintah Daerah Bulukumba sudah menyediakan Fasilitas yang
dibutuhkan masing-masing sekolah SD, SMP, SMA, bahkan Keperguruan
tinggi”.
Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bontotiro tergambar
bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi setiap sekolah yang berada di desa
kabupaten Bulukumba dan memberikan bantuan dalam hal pembangunan dan
perbaikan masing-masing sekolah.
Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD 154 Tulekko desa Bontotanga,
Patahuddin S.Pd mengatakan bahwa :54
53Wawancara pada tanggal 2 september 2013, pukul 10:00
54Wawancara pada tanggal 5 september 2013, pukul 09:00
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“Pelayanan pendidikan khususnya pembangunan di setiap sekolah telah
berjalan,dan telah dilakukannya perbaikan-perbaikan pada gedung
sekolah yang rusak namun tidak secara keseluruhan. Adapun itu kami
sebagai pihak sekolah sangat berharap besar agar instansi yang terkait
tetap memperhatikan pembangunan sekolah agar seluruh siswa, tenaga
pendidik merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar
di sekolah.
Dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah SD 154 Tulekko desa
Bontotanga menggambarkan bahwa pihak sekolah telah terbantu dengan adanya
pelayanan pendidikan yang di berikan oleh Pemerintah, namun pihak sekolah juga
berharap agar pelayanan pendidikan dalam hal pembangunan sekolah  tetap
menjadi prioritas utama Pemerintah.
Tabel 13
Data Pembangunan MTS N 1 Bontotanga dan SMA N 11 Bulukumba Tahun
2012/2013
Nama Sekolah Kantor RuangG
uru
Ruang





MTs N 2 Bt
tanga
1 - - - - - - - -
SMAN 11
Bulukumba
1 - 1 1 1 135 m 3 1 3
JUMLAH 2 - 1 1 1 135 m 3 1 3
Sumber: Dikpora Kecamatan Bontotiro
Pada Tabel 13, menggambarkan Pembanguan Sarana Sekolah MTS N 2
Bontotanga dan SMAN 11 Bulukumba. Pada tabel pembangunan sarana
didominasi oleh SMA 11 karena sekolah tersebut baru berdiri tahun 2009 dan
masih minim sarana dan prasananya untuk itu pemerintah memberikan perhatian
dalam hal pembangunan sekolah agar mampu bersaing dengan sekolah SMA yang
ada di Bulukumba. Adapun pembangunan yang dilaksanakan di SMAN 11
diantaranya  pembangunan Kantor sebanyak 1 ruangan, ruang Kepsek sebanyak 1
ruangan, perpustakaan 1 ruangan, UKS 1 ruangan, pagar 135 meter, wc sebanyak
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3 ruangan, lab ipa sebanyak 1 ruangan dan lab komputer 3 ruangan. Sedangkan
untuk MTS N 2 Bontotanga hanya melakukan renovasi kantor karena sarana dan
prasarananya sudah lengkap.
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 11
Bulukumba, Dra. H  Syamsidar, M.si mengatakan bahwa : 55
“Pihak sekolah merasa terbantu dengan adanya bantuan pemerintah
terhadap pembangunan sekolah yang berjalan saat ini,  kami berharap
kepada pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan sekolah ini
sebab sekolah ini merupakan sekolah yang baru untuk tingkat menengah
atas di Bulukumba dan masih minim fasilitasnya, untuk itu kami berharap
agar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah ”
Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 11 Bulukumba
menyatakan bahwa pihaknya merasa terbantu dengan adanya pembangunan
sekolah yang telah berjalan sampai saat ini. Hal ini membuat pihak sekolah
tersebut merasa terbantu. SMA Negeri 11 Bulukumba yang merupakan salah satu
sekolah menengah atas yang baru dibangun di Bulukumba, sehingga
membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dengan masih minimnya fasilitas
belajar mengajar sekolah.
Maka dari itu pelaksanaan pendidikan gratis di desa Bontotanga dapat
berjalan dengan baik yang tentunya harus didukung sarana dan prasarana serta
oleh seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan baik pemerintah maupun
masyarakat agar dalam pencapaian tujuan dapat tercapai.
55Wawancara pada tanggal 4 septmber 2013, pukul 10:30
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5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Pendidikan.
Dengan adanya penerapan program pendidikan gratis, ada umpan balik dari
semua pihak, termasuk masyarakat, bagaimana sesungguhnya aplikasi di lapangan
program tersebut. Tanpa ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan program
ini, Program ini tetap tidak bisa dikatakan sudah berhasil. Jadi intinya semua
pihak harus melibatkan diri dalam pengelolaan pendidikan itu. Proses pendidikan
yang dikeloladan di rancang secara bagus, akan menghasilkan kualitas pendidikan
yang bisa dibanggakan, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun
internasional. Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dengan orang tua siswa
selama melakukan penelitian di desa Bontotanga kec Bontotirokab Bulukumba
diantaranya hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa SD yang ada di
Bontotanga, Jusnaeti Basri mengatakan: 56
“Kami selaku orang tua siswa merasa sangat terbantu dengan adanya
program pendidikan gratis, hanya saja kami berharap agar pungutan
biaya yang membebankan para siswa sudah tidak ada lagi”.
Sejalan dengan itu adapun hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin
selaku orang tua siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bontotanga mengatakan
bahwa :57
“pelaksaanaan pendidikan gratis khusus di desa Bontotanga pada
tingkat lanjutan pertama masih terdapat siswa yang dibebani pembayaran
fotocopy buku ajar hal ini membuat kami masih kurang setuju dengan hal
tersebut”.
56Wawancara pada tanggal 7 september 2013, pukul 17:00
57 Wawancara pada tanggal 6 september 2013, pukul 17:00
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Kemudian hasil wawancara dengan orang tua siswa SMA, Sanneng
mengatakan:58
“Pelaksanaan program pendidikan gratis khususnya di desa Bontotanga
dan umumnya di Bulukumba, baru dilaksankan tahun ajaran ini, kami
sebagai orang tua siswa merasa terbantu dengan adanya program ini,
besar harapan kami kepada pemerintah agar program lebih ditingkatkan
dan kalau bisa sampai ke perguruan tinggi karena dengan melihat
ekonomi masyarakat disini masih pas-pasan”.
Hasil wawancara dengan orang tua siswa dapat digambarkan bahwa dalam
pelaksanaan pendidikan gratis di desa Bontotanga sudah berjalan dengan baik,
namun sebahagian orang tua siswa masih mengeluhkan adanya pungutan yang
dilakukan oleh guru sekolah yang membebani siswa untuk membayar fotocopy
buku ajar, maka dari itu pihak orang tua sangat berharap agar pendidikan gratis
harus lebih diperhatikan dan lebih ditingkatkan khususnya pada masyarakat
menengah ke bawah yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pendidikan
Gratis
Faktor yang mempengaruhi implementasi program pendidikan gratis di desa
Bontotanga kec Bontotiro kab Bulukumba adalah merupakan faktor pendukung
dan penghambat implementasi.
Adapun beberapa faktor pendukung dalam implementasi program
pendidikan gratis di desa Bontotanga kec Bontotiro kab Bulukumba adalah
sebagai berikut :
58Wawancara pada tanggal 7 september, pukul 17:15
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1. Adanya sikap konsisten para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah
dengan kebijakan pendidikan gratis sehingga peraturan daerah berdasar
ketentuan atau aturan kebijakan yang bertanggung jawab.
2. Mekanisme penyaluran dana dari pemerintah Daerah ke pihak sekolah
berjalan secara terbuka sehingga memberikan pemahaman kepada pihak
sekolah terhadap pentingnya pelaksanaan pendidikan gratis.
3. Pihak sekolah memberikan kerjasama yang efektif dan tanggung jawab
dalam pengimplementasian Program Pendidikan Gratis.
4. Para pejabat pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini terlibat
dalam penyamapaian informasi yang relefan dan yang mencukupi tentang
bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan gratis kepada warga
masyarakat.
5. Memiliki sumber daya biaya yang cukup untuk membantu menjalankan
program pendidikan gratis.
Dalam pengimplementasian program pendidikan gratis juga mengalami
beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan dalam implementasi program
pendidikan gratis ini yaitu sumber daya manusia kurang dalam hal ini masih
banyak terdapat tenaga bantu pada setiap sekolah sehingga kompetensi guru yang
dimiliki masih kurang.
Adapun hasil wawancara dengan Drs.H. A.Mustamin Tamar kepala sekolah
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bontotanga mengatakan bahwa:59
“program pendidikan gratis ini memberikan pelayanan masyarakat,
dengan adanya bantuan dana gratis ini bertujuannya untuk meningkatkan
59Wawancara pada tanggal 3 september 2013, pukul 10:40
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kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik dan sekaligus peningkatan
kompetensi dan kinerja guru, serta kualitas pendidikan.Kamipun berharap
agar pemerintah tetap memperhatikan pendidikan di Kabupaten
Bulukumba khususnya tenaga pendidik sebab masih banyak terdapat
tenaga honor maupun Guru  PNS yang membutuhkan pelatihan maksimal
sesuai dengan bidang pelajarannya”.
Dalam hal ini dapat juga digambarkan faktor yang berpengaruh terhadap
implementasi program pendidikan gratis di desa Bontotanga kec Bontotiro kab
Bulukumba adalah
a) Faktor struktur birokrasi telah memberikan pengaruh yang begitu besar
terhadap terhadap pelaksanaan program ini. Di awali dengan adanya MoU
Gubernur dan Bupati Se-Sulawesi Selatan terhadap program ini dan
adanya peraturan daerah yang khusus mengatur pelaksanaan pendidikan
gratis ini.
b) Faktor komunikasi yang tentunya telah memberikan pengaruh terhadap
sekolah sebagai pelaksana kebijakan dimana peraturan daerah yang
menjadi pedoman tekhnis kebijakan tersebut.
c) Sumber daya yang terkait langsung dalam kebijakan ini merupakan aparat-
aparat yang memiliki tanggung jawab terhadap pengimplementasian
program pendidikan gratis seperti pengeluaran anggaran.
d) Disposisi yang merupakan sikap menerima kebijakan terhadap persetujuan
pembiayaan berupa dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah yang
juga  berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan gartis.
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Dari segi faktor komunikasi berdasarkan hasil wawancara dengan
Jaenuddin S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 151 Timbula mengatakan bahwa: 60
“Komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah sudah cukup baik
dan pelaksanaan pendidikan gratis disekolah kami sudah terlaksana dan
sangat membantu masyarakat utamanya masyarakat yang kurang mampu,
khusus untuk tenaga pendidik satu bulan sekali diberikan pelatihan sesuai
dengan bidangnya masing-masing sehingga sangat membantu pihak
sekolah kami”.
Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa proses komunikasi
antara pihak sekolah dengan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang
ada, adapun itu pihak sekolah merasa terbantu karena setiap minggunya dilakukan
pelatihan tenaga pendidik sesuai bidangnya masing-masing upaya dalam
meningkatkan kualitas SDM pelaksanaan pendidikan gratis akan dapat berjalan
dengan baik yang tentunya didukung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam dunia
pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat.pendidikan gratis kepada
masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
agar tidak menimbulkan pemahaman yang lain ditingkat masyarakat  dalam
melihat program pendidikan gratis ini. Dalam pelaksanaan pendidikan gratis di
desa Bontotanga dapat berjalan dengan baik yang tentunya jika didukung oleh
seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan baik pemerintah maupun
masyarakat.





1. Implementasi pendidikan gratis di desa Bontotanga kec Bontotiro kab
Bulukumba berpedoman pada peraturan daerah No 4tahun 2009 tentang
pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Bulukumba serta MoU
pendidikan gratis Provinsi Sulawesi Selatan Antara Gubernur dan Bupati
Se-Sulawesi Selatan.
2. Pendidikan gratis di desa Bontotanga kec Bontotiro kab Bulukumba
dilaksanakan di tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah
pertama dan khusus untuk sekolah menengah atas baru dilaksanakan
tahun ajaran baru 2013.
3. Pelaksanaan Pendidikan Gratis di desa Bontotanga kec Bontotiro kab
Bulukumba, sepenuhnya belum berjalan optimal yang disebabkan oleh
beberapa kendala yang utamanya Dana Subsidi yang biasa terlambat.
4. Tujuan pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat
sebagai peserta didik atau orang tua peserta didik dan memberi
kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan
layanan pendidikan yang layak dan bermutu.
5. Dengan adanya Program Pendidikan Gratis tidak berarti bahwa
semuanya gratis seperti seragam olahraga dan fotocopy buku.
6. Keadaan umum pendidikan desa Bontotanga kec Bontotiro Kab
Bulukumba meliputi jumlah sekolah 7 unit sekolah yang terdiri dari  unit
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sekolah dasar 5 unit, sekolah menengah pertama/sederajat terdiri  dari 1
unit MTS dan sekolah tingkat menengah atas 1 unit.
7. Jumlah pendidik/Guru SD di desa Bontotanga kec Bontotiro kab
Bulukumba sebanyak 66 orang, jumlah pendidik/Guru MTS sebanyak
28 orang dan jumlah pendidik/Guru SMA sebanyak 34 orang. Jadi
jumlah keseluruhan tenaga pendidik/Guru yang ada di Bontotanga
sebanyak 128 orang.
8. faktor yang menjadi pendukung ialah pihak yang terkait dalam hal ini
para implementor menjalin kerjasama yang baik dalam halkebijakan
program pendidikan gratis serta sumber daya biaya yang memadai dalam
menjalankan program pendidikan Gratis.
9. faktor yang menjadi penghambat adalah keterlambatan penyaluran dana
subsidi.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yangpeneliti kemukakan, maka peneliti  mengemukakan
beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan di Dinas
Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Saran-saran tersebut antara lain :
1. Pemerintah dalam hal dinas pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk
memberikan arahan tentang program pendidikan gratis ini kepada seluruh
lapisan masyarakat karena dengan adanya program pendidikan gratis yang
di berikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sedikitnya
masyarakat dapat terbantu, sehingga dengan mudah mendapatkan
pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
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2. Pelaksanaaan program-program yang berkaitan dengan bidang pendidikan,
pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam proses
pemberdayaan pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dalam
membiayai pendidikannya.
3. Dalam pelaksanaan Program ini diharapkan pemerintah setempat untuk
mengarahkan, membimbing serta mengawasi penyelenggaraan program
pendidikan Gratis.
4. Peningkatan sumber daya pengajar terkait dengan pelaksanaan proses
belajar mengajar harus di tingkatkan lagi, karena sumber daya tenaga
pengajar sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
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